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ABSTRAK

NIMRAH, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) di Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros”
(dibimbing oleh Nurwahidah dan Andi Amri Bakti)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat
efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di
Desa Borikamase Kabupaten Maros periode 2021-2024 serta mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan APBDes. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber
data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan APBDes
di Desa Borikamase periode 2021-2024 mengalami Peningkatan. Pada tahun
2021 efektivitas pendapatan sebesar 41,42% dan efektivitas belanja sebesar
36,20% sehingga termasuk kategori tidak efektif. Pada tahun 2022 efektivitas
pendapatan sebesar 98,59% dan efektivitas belanja sebesar 93,49% sehingga
termasuk kategori efektif. Pada tahun 2023 efektivitas pendapatan sebesar
99,99% dan efektivitas belanja sebesar 90,80%, sedangkan pada tahun 2024
efektivitas pendapatan sebesar 100,53% dan efektivitas belanja sebesar 90,10%,
yang termasuk kategori efektif hingga sangat efektif. Faktor internal yang
memengaruhi meliputi administrasi keuangan, koordinasi perangkat desa,
pengawasan BPD, transparansi, dan penyesuaian program. Faktor eksternal
meliputi keterlambatan pencairan Dana Desa, pemulihan pascapandemi Covid-19,
dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan APBDes, Keuangan Desa, Anggaran dan
Belanja Desa (APBDes)
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ABSTRACT

NIMRAH, “Analysis of the Effectiveness of Village Revenue and Expenditure
Budget (APBDes) Management in Borikamase Village, Maros Baru District, Maros
Regency” (supervised by Nurwahidah and Andi Amri Bakti).

This study aims to analyze and determine the level of effectiveness in the
management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in
Borikamase Village, Maros Baru District, Maros Regency for the 2021-2024 period,
as well as to identify the factors affecting the effectiveness of APBDes
management. This research uses a qualitative research method with a descriptive
approach. The data sources used consist of primary and secondary. Data
collection techniques were carried out through observation, interviews,
documentation, and literature study.

The results of the study show that the effectiveness of APBDes management
in Borikamase Village during the 2021-2024 period increased. In 2021, revenue
effectiveness was 41.42% and expenditure effectiveness was 36.20%, which were
categorized as ineffective. In 2022, revenue effectiveness reached 98.59% and
expenditure effectiveness reached 93.49%, which were categorized as effective.
In 2023, revenue effectiveness was 99.99% and expenditure effectiveness was
90.80%, while in 2024, revenue effectiveness reached 100.563% and expenditure
effectiveness was 90.10%, which were categorized as effective to highly effective.
Internal factors influencing effectiveness included financial administration,
coordination among village officials, supervision by the Village Consultative Body
(BPD), transparency, and program adjustments. External factors included delays
in the disbursement of Village Funds, post-COVID-19 pandemic recovery, and
community participation.

Keywords: effectiveness, APBDes Management, Village Finance, Village
Revenue and Expenditure Budget (APBDes).
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan desa tidak terlepas dari peran pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa (Mingkid
dkk., 2017). Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan
penguatan terhadap kedudukan desa sebagai subjek pembangunan yang
berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas. Selain itu, pembangunan desa
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, kebersamaan,
kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, partisipasi, kesetaraan, dan
keberlanjutan. Pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk dukungan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa
mulai disalurkan secara efektif sejak tahun 2015 sebagai pengganti berbagai
program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya dihentikan, seperti PNPM
Mandiri (Kementerian Keuangan, 2021). Ketentuan mengenai desa saat ini
mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,
pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan

Pemerintah tersebut mengatur berbagai aspek penting, antara lain



penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa,
pengelolaan keuangan dan aset desa, pembinaan dan pengawasan, serta
pemberdayaan masyarakat desa. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2026, pemerintah semakin memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar
dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan
bertanggung jawab sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan
pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan khusus untuk desa melalui pemerintah
Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa serta
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Dana Desa bertujuan untuk
meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, menekan angka kemiskinan dan
mendorong pertumbuhan perekonomian desa. Seiring meningkatnya kebutuhan
desa, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah pusat
memberikan dukungan pendanaan guna membantu desa dalam membiayai
program pembangunan yang dibutuhkan (Mulyani,2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta
menyelenggarakan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan
desa. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu rencana keuangan
tahunan desa yang disusun oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan dengan

Peraturan Desa. APBDes mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam



mengelola berbagai sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh
karena itu, efektivitas pengelolaan APBDes menjadi salah satu indikator penting
dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendorong
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu
instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai pedoman dalam
perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemerintahan
desa dalam satu tahun anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan
keuangan desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta
tertib dan disiplin anggaran. Namun, dalam praktiknya masih banyak desa yang
menghadapi kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), seperti perencanaan anggaran yang belum optimal, keterbatasan
kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta lemahnya pengawasan
dalam pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan pengelolaan keuangan desa
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan

kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan



masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
Regulasi tersebut bertujuan mendorong pembangunan desa, memperkuat
pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dana Desa (DD) menjadi salah satu sumber pendanaan utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, besarnya
dana yang dikelola menuntut pengelolaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan
partisipatif agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara merata oleh seluruh
masyarakat desa.

Efektivitas pengelolaan dana desa dapat dinilai sejauh mana hasil yang
diperoleh (outcome) mampu merealisasikan tujuan atau target yang ditentukan
(output). Suatu program atau kegiatan dinyatakan efektif apabila pelaksanaanya
sesuai dengan perencanaan dan didukung oleh penggunaan anggaran yang tepat.
Namun demikian, tingkat efektivitas dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor,
khususnya kompetensi dan integritas aparatur desa sebagai pihak yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Keterbatasan kompetensi
aparatur desa dapat berdampak pada kurang optimalnya perencanaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan, sementara rendahnya integritas dapat
menghambat terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik. Oleh karena itu,
peningkatan kapasitas aparatur desa serta pelibatan masyarakat dalam proses
perencanaan dan penganggaran menjadi upaya penting mewujudkan pengelola
dana desa yang efektif, tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan
desa.

Peneliti memilih obyek penelitiannya di Desa Borikamase yang terletak di

Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa



Borikamase adalah salah satu Desa yang berada dalam wilayah di Kabupaten
Maros yang terletak bagian barat, letak geografisnya berada di daerah pesisir yang
potensi alamnya adalah persawahan, Nelayan dan sebagian kawasan tambak.
Jumlah penduduk di Desa Borikamase Tahun 2025 sebanyak 4.008 jiwa, Laki-Laki
2.006 jiwa sedangkan perempuan 2.002 jiwa. Terdiri dari 5 Dusun yaitu Lekoala,
Tebbange, Tebbang Orai, Padang Assitang, dan Pammentengan.

Sebagai desa penerima Dana Desa, Desa Borikamase dituntut untuk
mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara
efektif agar dana yang diterima dapat memberikan dampak nyata bagi
pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif ditunjukkan oleh
kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Borikamase, masih terdapat selisih antara realisasi antara pendapatan dan
realisasi belanja desa setiap tahunnya. Berdasarkan tabel tersebut, realisasi
belanja desa masih lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan desa. Kondisi
ini menunjukkan bahwa pendapatan desa yang diterima belum seluruhnya
digunakan untuk membiayai belanja desa pada tahun anggaran berjalan.

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 1.1
APBDes Desa Borikamase
Periode Tahun 2021-2024

Tahun Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja
(Rp) (Rp)

2021 824.114.829,00 711.946.900,00

2022 2.033.740.625,00 1.954.210.116,00

2023 1.764.183.419,00 1.639.940.877,00

2024 1.858.615.851,00 1.813.408.046,00

Sumber: Desa Borikamase, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat bahwa pada setiap tahun
anggaran realisasi pendapatan desa cenderung lebih besar dibandingkan dengan
realisasi belanja. Kondisi ini menimbulkan selisih antara pendapatan dan belanja
desa, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kemampuan
keuangan desa dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Pada tahun 2021, terlihat dari realisasi pendapatan desa yang belum
sepenuhnya digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan desa. Hal
tersebut diduga disebabkan oleh keterbatasan kesiapan kegiatan, keterlambatan
pencairan dana, serta penyesuaian prioritas pembangunan desa. Kondisi serupa
juga terjadi pada tahun 2022, dimana meskipun realisasi pendapatan desa
mengalami peningkatan yang signifikan, tidak seluruh pendapatan tersebut dapat
digunakan secara optimal karena adanya kendala administratif dan teknis dalam
pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan desa masih lebih besar
dibandingkan realisasi belanja desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian
pendapatan desa belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk membiayai seluruh

program dan kegiatan desa pada tahun anggaran berjalan. Selisih antara



pendapatan dan belanja tersebut mengindikasikan adanya sisa anggaran maupun
kegiatan yang belum terealisasi secara maksimal.

Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi pendapatan Desa Borikamase
kembali lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja desa. Meskipun selisih
antara pendapatan dan belanja relatif kecil, kondisi ini menunjukkan bahwa
sebagian pendapatan desa belum dimanfaatkan secara penuh untuk membiayai
seluruh program dan kegiatan. Hal tersebut mengindikasikan adanya
pengendalian belanja dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan
keuangan desa, namun sekaligus menunjukkan bahwa pemanfaatan pendapatan
desa belum sepenuhnya optimal.

Fenomena yang terjadi di Desa Borikamase menunjukkan adanya fluktuasi
antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja desa selama periode tahun
2021-2024. Pada beberapa tahun anggaran, yang terlihat pada tabel tersebut
bahwa sebagian pendapatan desa belum dimanfaatkan secara maksimal untuk
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Kondisi
tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi
beberapa kendala, baik dari perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Hal
tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan
kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, perencanaan program yang belum
matang, kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan, serta belum
optimalnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Fitrina (2022) yang berjudul
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Waijo.

Menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Sogi selama periode penelitian



belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas pengelolaan APBDes berada pada kategori kurang efektif, yang
disebabkan oleh realisasi anggaran yang belum sepenuhnya mencapai target
yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Ramadhani (2021) dengan judul
Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBdes) pada Kadu Village, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangeran,
menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di desa tersebut belum berjalan secara
efektif, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hasil
penelitiannya mengungkapkan bahwa masih terdapat program dan kegiatan yang
tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan awal, sehingga berdampak pada
rendahnya pencapaian target pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kemampuan pemerintah desa dalam mengelola APBDes masih perlu
ditingkatkan, terutama dalam penyusunan perencanaan yang lebih tepat sasaran
dan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa
meskipun regulasi terkait pengelolaan keuangan desa telah memberikan
kewenangan yang luas kepada pemerintah desa serta didukung oleh alokasi Dana
Desa yang terus meningkat setiap tahunnya, pelaksanaannya di tingkat desa
belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini tercermin dari masih adanya
ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes), khususnya dalam pemanfaatan pendapatan desa untuk
membiayai belanja desa secara optimal.

Sejalan dengan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian

mendalam dengan mengambil judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase”. penelitian ini
dipilih untuk memberikan gambaran nyata mengenai tingkat efektivitas
pengelolaan APBDes, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta
menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam
meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di masa
mendatang.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membuat
rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja desa
berdasarkan APBDes di Desa Borikamase periode 2021-20247?
2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas APBDes di Desa
Borikamase selama periode 2021-20247?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja desa
berdasarkan APBDes di Desa Borikamase selama periode 2021-2024.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas APBDes di
Desa Borikamase selama periode 2021-2024.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi sektor

publik dan pengelolaan keuangan desa, terutama terkait dengan kajian efektivitas



pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil penelitian

ini dapat disajikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji

topik serupa, serta memperkaya bukti empiris mengenai penerapan prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.

Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperluas
pengetahuan dan pemahaman dalam mengaplikasikan konsep dan teori yang
diperoleh selama proses pembelajaran dalam kondisi nyata di lapangan,
khususnya yang berkaitan dengan analisis pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam
mengelola dan menganalisis data keuangan serta memahami implementasi
regulasi yang mengatur pengelolaan APBDes.

Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan
akademik bagi mahasiswa dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan
penelitian, khususnya pada bidang keuangan desa dan akuntansi sektor
publik. Selain itu, penelitian ini dapat menambah khazanah karya ilmiah di
lingkungan universitas serta berkontribusi dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, terutama pada aspek pendidikan dan penelitian.

Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan
masukkan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan

dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
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sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Borikamase

Kecamatan Maros Baru.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Desa
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa
adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,
melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa
guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, pemerintah desa berwenang mengelola keuangan
desa secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan
kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, kemampuan, dan kesadaran masyarakat, serta mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya desa melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penyelenggaraan
pemerintah desa harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan
lokal, keberagaman, serta partisipasi. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa,

perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga
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kemasyarakatan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah desa dipimpin
oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang
meliputi kepala urusan, pelaksanaan urusan, serta kepala dusun. Unsur-unsur
tersebut berperan dalam menjalankan seluruh proses pemerintahan desa, mulai
dari pembentukan desa, pemilihan kepala desa, penyusunan peraturan desa,
serta pengelolaan keuangan desa.

2.1.2 Kewenangan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa
yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuatan pengelolaan
keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang telah diperbaharui melalui undang-undang Nomor 3 Tahun
2024. Undang-Undang tersebut menegaskan desa sebagai entitas hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk dalam
pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat.

Kepala Desa berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes,
menetapkan pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),
menyetujui pengeluaran anggaran, serta melakukan tindakan yang menimbulkan
beban APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh PTPKP yang berasal dari unsur
perangkat desa dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Simanjuntak dkk. (2025) menyatakan bahwa otonomi desa memberikan
ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya dan keuangan desa secara

partisipatif sehingga mampu menciptakan pemerintahan desa yang transparan,
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akuntabel dan mandiri. Optimalisasi kewenangan tersebut dilakukan melalui
oitvoering, yaitu pelaksanaan kewenangan desa sesuai peraturan yang berlaku,
dan regeling, yaitu pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa.
2.2 Keuangan Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa
merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan aktivitas
pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang harus dikelola melalui sistem
pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa memiliki
peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan
desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.2.1 Sumber Pendapatan Desa
Berikut ada beberapa sumber pendapatan desa yang dikelompokkan

berdasarkan kategori:
1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan semua pendapatan yang diterima

oleh desa dari usaha yang dihasilkan secara mandiri sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki oleh desa. Ini bisa berupa hasil dari usaha desa,

pendapatan dari aset, partisipasi masyarakat, gotong royong, serta sumber
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pendapatan lainnya. Pendapatan ini sepenuhnya merupakan usaha yang

dilakukan oleh desa unuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan

dalam kas desa. Pendapatan Asli Desa dapat berasal dari berbagai jenis dan

sumber pendapatan yang akan dijelaskan dibawah ini:

a. Hasil Usaha
Hasil usaha adalah semua hasil dari usaha yang dimiliki desa dan dikelola
secara terpisah. Contohnya termasuk hasil usaha dari Bumdes dan tanah
kas desa. Desa Borikamase, ada berbagai jenis usaha desa seperti unit
usaha saprodi, simpan pinjam, sewa kamera, peternakan itik, sewa
gazebo, penggemukan sapi, percetakan, sewa mobil pick up, pengemasan
dan penjualan beras.

b. Hasil Aset
Hasil aset mencakup semua produk yang diperoleh dari barang milik desa,
baik yang merupakan kekayaan asli desa, yang dibeli atau yang
didapatkan melalui anggaran APBDes atau melalui hak lainnya yang sah.
Contohnya termasuk fasilitas pemandian umum, tambahan perahu,
jaringan irigasi, dan berbagai hasil lain sesuai dengan izin dan kewenangan
yang ada berdasarkan asal-usul serta hak lokal di tingkat desa.

c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong
Swadaya, partisipasi, dan gotong royong dari masyarakat merupakan
kontribusi yang berasal dari sumbangan penduduk desa, baik dalam
bentuk tenaga kerja maupun barang yang dapat dinilai serta financial.

d. Pendapatan desa lain
pendapatan desa lain adalah sumber pemasukan yang berasal dari hasil

pungutan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh
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desa dan diatur dalam perundang-undangan desa.
2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berasal dari dana yang disediakan oleh pemerintah
pusat, provinsi, atau kabupaten yang dialokasikan melalui pemerintah dari
rekening kas pemerintah ke rekening kas desa. Jenis pendapatan ini meliputi
beberapa kategori, antara lain:

A. Dana Desa (DD)

Dana desa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 43
Tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus desa. Desa ini disalurkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta
pemberdayaan masyarakat desa. Besaran Dana Desa ditetapkan sebesar 10%
dari dana transfer ke daerah dan dialokasikan secara bertahap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa
dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab
dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Dana Desa
dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikankepada desa dengan
memperhatikanjumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta
tingkat kesulitan geografis. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui APBD
kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana desa merupakan dana desa yang diperoleh dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Negara, yang digunakan untuk membiayai
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aktivitas pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat,
dan pemberdayaan warga.

Berdasarkan dana desa dari masing-masing kabupaten/kota, bupati atau
walikota akan menentukan dana desa untuk tiap desa yang dihitung secara adil
berdasarkan: (a) alokasi dasar, dan (b) alokasi yang mempertimbangkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, serta luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis
masing-masing desa. Kesulitan geografis setiap desa ditentukan oleh beberapa
elemen yang meliputi:

a. Ketersediaan fasilitas layanan dasar
b. Keadaan infrastruktur
c. Aksesibilitas atau transportasi

Data mengenai jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis setiap desa berasal dari kementrian yang
berwenang/lembaga yang mengelola urusan pemerintahan dalam bidang
statistik. Penyaluran dana desa dilaksanakan secara bertahap dalam tahun
anggaran yang sedang berjalan dengan rincian.

Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 manyatakan bahwa: Prioritas
penggunaan dana desa:

a. Danadesa sebaiknya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program
dan kegiatan sektor pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

b. Penggunaan dana desa juga dapat diarahkan kepada program dan
kegiatan prioritas yang melibatkan berbagai bidang.

c. Diharapkan prioritas penggunaan dana desa membawa manfaat

maksimal bagi masyarakat desa melalui peningkatan kualitas hidup,
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peningkatan sejahteraan, pemberentasan kemiskinan, serta peningkatan
layanan publik dilevel desa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa tujuan dana
desa adalah:
a. meningkatkan layanan publik di desa
b. mengurangi kemiskinan
c. mendorong pertumbuhan ekonomi desa
d. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang disediakan oleh
pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima
oleh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
pasal 96 ayat 1 dan 2 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perhitungan ADD ditetapkan paling
sedikit 10% dari total dana transfer pusat ke daerah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa menjadi kewajiban pemerintah
kabupaten/kota untuk dicantumkan dalam APBD melalui porsi dana
perimbangan yang telah disesuaikan dengan pengurangan DAK, sebelum
akhirnya disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD), Besaran ADD yang diterima
masing-masing desa yang ditetapkan melalui perhitungan yang dilakukan oleh
pemerintah kabupaten/kota dengan mengacu pada tata cara yang telah diatur
dalam peraturan pemerintah, dan hasil perhitungan tersebut biasanya

dituangkan dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota.
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C. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa pendapatan dari
pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota harus minimal 10% dari total pajak
dan retribusi yang ada. Dana bagi hasil pajak dan retribusi ini diperuntukkan
bagi desa serta dialokasikan untuk mendukung operasional dan pembangunan
pemerintah desa.
D. Bantuan Keuangan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa bantuan
keuangan dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/kota bisa bersifat khusus
dikelola dalam APB desa namun tidak mengikuti keuntungan penggunaan yang
menetapkan minimal 70% dan maksimal 30%. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa ‘bantuan keuangan yang
diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota adalah untuk kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan
kabupaten/kota disalurkan melalui kas desa”.
. Pendapatan lain

Pendapatan lain merupakan kelompok pendapatan desa yang bersumber
dari berbagai aktivitas diluar pendapatan asli desa maupun transfer pemerintah.
Jenis pendapatan ini umumnya berasal dari kerja sama dengan pihak lain,
bantuan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), bunga
bank, hibah, serta sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan
yang berlaku. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk
pendapatan lainnya, beberapa jenis penerimaannya dapat dijabarkan sebagai
berikut:

a. Penerimaan yang berasal dari hasil kerja sama desa dengan pihak lain
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b. Bantuan atau kontribusi yang diberikan oleh perusahaan yang beroperasi
di wilayah desa, termasuk melalui program tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR).

c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

d. Penerimaan yang muncul akibat koreksi kesalahan belanja pada anggaran
tahun sebelumnya sehingga masuk kembali ke kas desa pada tahun
anggaran berjalan.

e. Beberapa jenis pendapatan lain yang dinyatakan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun, dibahas, dan disepakati
bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2), APBDes menjadi dasar dalam penyelenggaraan
pengelolaan keuangan desa yang berlaku sejak 1 Januari hingga 31 Desember
setiap tahunnya. Rancangan APBDes yang telah disiapkan selanjutnya dijadikan
acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes.

APBDes disusun untuk menjelaskan bagaimana pemerintah desa
memenuhi target tertentu dalam membangun dan mengelola desa. APBDes
mencakup seluruh program dan kegiatan pemerintah desa, seperti pembangunan
infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan
masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan, dan
pelaksanaan APBDes menjadi sangat penting. Dana desa bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian hasil pajak daerah dan
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retribusi daerah (PDRD) kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten,
bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten, sumbangan dan hibah dari
pihak ketiga, serta sumber pendapatan sah lainnya.
2.3.1 Struktur APBDes
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1), APBDes
mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan
pembiayaan desa, yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan desa
dan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
serta tertib dan disiplin anggaran.
1. Pendapatan Desa
Pendapatan desa mencakup seluruh penerimaan dana yang masuk melalui
rekening desa dan menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran, yang tidak
menimbulkan kewajiban bagi desa untuk mengembalikannya. Pendapatan
desa dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber pendapatan desa,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71.
2. Belanja Desa
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 100, belanja
desa yang tercantum dalam APBDes dialokasikan dengan ketentuan bahwa
paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran belanja digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, paling banyak 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah anggaran belanja desa dialokasikan untuk pemberdayaan
penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa, biaya

operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan
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Permusyawaratan Desa (BPD), serta insentif bagi rukun tetangga tetangga dan
rukun warga.
3. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa meliputi seluruh penerimaan yang waijib dikembalikan serta
pengeluaran yang akan diperoleh kembali, baik yang terjadi pada tahun
anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikut.
2.4 Pengelolaan APBDes
Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang pengelolaan Keuangan Desa, proses pengelolaan keuangan desa terdiri
atas beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung
jawaban keuangan desa, yang keseluruhannya berfungsi untuk memastikan
pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai
ketentuan.
1. Perencanaan
Tahapan perencanaan mencakup penyusunan keuangan untuk periode
tertentu. Pada tahap ini dilakukan estimasi terhadap potensi pendapatan dan
kebutuhan pengeluaran desa, serta penetapan skala prioritas penggunaan
anggaran sesuai kebutuhan Pembangunan desa.
2. Pelaksanaan
Setelah rencana keuangan ditetapkan, tahap pelaksanaan dilakukan dengan
mengimplementasikan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.
Pengeluaran anggaran pada tahap ini harus mengikuti ketentuan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan sesuai dengan ketersediaan

dana desa.
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3. Penatausahaan
Tahap penatausahaan terdiri atas kegiatan pencatatan dan pengelolaan data
keuangan desa secara sistematis dan terperinci. Aktivitas dalam tahap ini
meliputi pembukuan, pengelolaan Kas, Proses pembayaran, serta pengarsipan
seluruh dokumen keuangan untuk menjamin ketertiban administrasi.
4. Pelaporan
Tahap pelaporan melibatkan penyusunan laporan keuangan desa yang terdiri
atas neraca, laporan arus kas, dan laporan lain yang sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku. Laporan ini berfungsi sebagai sarana informasi yang
transparan bagi Masyarakat desa dan pihak terkait mengenai kondisi keuangan
desa.
5. Pertanggungjawaban
Tahap terakhir dalam proses pengelolaan keuangan desa Adalah tahap
pertanggungjawaban. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan
anggaran  desa, yang kemudian  dituangkan  dalam laporan
pertanggungjawaban keuangan. Laporan tersebut meliputi laporan keuangan,
laporan realisasi anggaran, serta laporan evaluasi kinerja keuangan desa
sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
2.4.1 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi APBDes
Faktor-faktor yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) sangat beragam dan saling berkaitan yaitu:
1. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil usaha desa, retribusi, dan
pengelolaan aset dana desa seperti BUMDes. Menurut Nugroho dan Prasetya

(2022), PADes yang stabil dan memadai meningkatkan kapasitas fiskal desa
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sehingga desa memiliki fleksibilitas lebih besar dalam perencanaan dan
melaksanakan program pembangunan. Sebaliknya, PADes yang rendah
membatasi kemampuan desa dalam membiayai kegiatan prioritas.

. Transfer dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Selain PADes, transfer dari pemerintah pusat dan daerah termasuk Dana
Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana bagi hasil mejadi komponen
dominan dalam pendapatan desa. Putri dkk. (2023) menjelaskan bahwa
besaran dana transfer ini menentukan kemampuan desa dalam
melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap transfer dapat membatasi
inisiatif desa untuk mengembangkan sumber pendapatan lokal.

. Kapasitas Aparatur Desa

Kemampuan sumber daya manusia di desa, khususnya aparatur desa yang
menangani perencanaan dan pengelolaan keuangan, merupakan faktor yang
sangat menentukan kualitas APBDes. Saputra dan Wibowo (2021)
menunjukkan bahwa desa dengan SDM yang berkompeten memiliki
kemampuan lebih baik dalam menyusun anggaran yang realistis, sesuai
kebutuhan masyarakat, serta akuntabel. Ketidakmampuan aparatur desa
dalam pengelolaan keuangan dapat menyebabkan anggaran tidak optimal
dan potensi penyimpangan meningkat.

. Partisipasi masyarakat

Partisipasi warga desa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) meningkatkan legitimasi dan relevansi anggaran
terhadap kebutuhan aktual masyarakat. Menurut Yulianti dan Rahman (2022),

keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa dan forum konsultasi
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publik memperkuat akuntabilitas dan demand-driven budgeting. Partisipasi
aktif juga mendorong transparansi karena masyarakat turut mengawasi
proses perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

. Kondisi Ekonomi Desa

Kondisi ekonomi desa merupakan faktor lain yang menentukan besarnya
PADes dan kapasitas belanja desa. Menurut Anggraeni (2023), desa dengan
basis ekonomi yang kuat, misalnya aktivitas usaha mikro yang tinggi atau
komoditas unggulan, memiliki potensi pendapatan lebih besar sehingga dapat
menjalankan program pembangunan dengan lebih luas. Sebaliknya, desa
dengan kondisi ekonomi lemah sangat bergantung pada dana transfer
pemerintah.

Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan

Kebijakan fiskal termasuk aturan tentang penggunaan Dana Desa (DD) dan
Alokasi Dana Desa (ADD) menetapkan batas dan prosedur yang harus diikuti
oleh desa dalam merencanakan dan menjalankan APBDes. Siregar dan
Lumbanraja (2021) menunjukkan bahwa perubahan regulasi tentang
mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdampak
langsung pada struktur dan realisasi anggaran desa. Aturan ini mendorong
demi memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas yang diwajibkan

pemerintah pusat.

2.4.2 Pengukuran Efektivitas Pengelolaan APBDes

Pengukuran efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan dan

pelaksanaan anggaran desa mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa efektivitas dalam pengelolaan keuangan

25



publik dapat diukur melalui tingkat pencapaian target anggaran, yaitu dengan
membandingkan antara realisasi anggaran dan rencana anggaran yang telah
disusun.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahmudi (2019) menyatakan bahwa
tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk keuangan desa, dapat
diukur menggunakan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi
anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Semakin tinggi
persentase realisasi terhadap target anggaran, maka semakin efektif pengelolaan
APBDes.

Berdasarkan uraian tersebut, tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio
efektivitas menurut Mahmudi (2019), dengan rumus sebagai berikut:

Efektivitas — Realisasi APBDeSXlOO(V
fektivitas = Target APBDes °

Rumus ini dapat digunakan baik untuk mengukur efektivitas pendapatan
desa maupun belanja desa. Jika realisasi anggaran mencapai atau melebihi target,
maka efektivitas pengelolaan APBDes dinilai baik.

Menurut Keputusan Menteri Dalama Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah, tingkat efektivitas dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pengukuran Efektivitas APBDes
Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas (%)

Sangat Efektif >100%

Efektif 90%-100%
Cukup Efektif 80%-90%

Kurang 60%-80%
Tidak Efektif <60%

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996
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Berdasarkan kriteria penelitian di atas, pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) dapat dinyatakan efektif apabila tingkat realisasi
anggaran berada pada rentang 90-100 persen. Hasil penelitian terbaru yang
dilakukan oleh Amelia dkk. (2023) dan suleman dkk. (2025) menunjukkan bahwa
desa-desa yang mampu merealisasikan anggaran lebih dari 90 persen umumnya
telah memiliki perencanaan dan pelaksanaan APBDes yang berjalan dengan baik.
Meskipun demikian, Rahayu dan Wibowo (2024) menekankan bahwa penilaian
efektivitas pengelolaan APBDes tidak semata-mata didasarkan pada besarnya
persentase realisasi anggaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan mutu
pelaksana program, ketepatan alokasi belanja, tingkat transparansi, serta dampak
yang ditimbulkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan
demikian, pengukuran efektivitas APBDes berperan penting sebagai sarana
evaluasi bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan
keuangan desa secara berkelanjutan.

2.5 Efektivitas
2.5.1 Pengertian Efektivitas

Secara konseptual, efektivitas menunjukkan keterkaitan antara hasil yang
diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai. Ditinjau dari aspek efektivitas,
keberhasilan dari suatu organisasi diukur melalui sejauh mana output, kebijakan,
serta prosedur yang diterapkan mampu merealisasikan tujuan yang telah
ditentukan. Dengan demikian, suatu aktivitas dapat dinilai efektif apabila tujuan
yang direncanakan dapat dicapai. Namun, apabila dalam pelaksanaannya justru
lebih banyak menghasilkan dampak yang tidak diharapkan dibandingkan hasil

yang diinginkan, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan. Dalam
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situasi ini, meskipun kegiatan tersebut tergolong efektif, pelaksanaannya dapat
dinilai tidak efisien (Mingkid dkk, 2017)

Efektivitas menurut Mardiasmo (2017) diartikan sebagai tingkat keberhasilan
suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi
dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila tujuan organisasi tersebut dapat
dicapai sesuai dengan perencanaan. Indikator efektivitas menunjukkan sejauh
mana dampak atau hasil (outcame) dari output atau program mampu mencapai
tujuan yang diharapkan. Semakin besar hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan,
maka semakin efektif pula proses kerja organisasi tersebut. Dengan demikian,
efektivitas mencerminkan tingkat pencapaian tujuan yang telah dirumuskan
sebelumnya, di mana semakin dekat hasil kegiatan dengan tujuan yang
ditetapkan, maka tingkat efektivitasnya semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan
dengan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan seluruh tugas pokok,
mencapai tujuan yang telah ditentukan, melaksanakan kegiatan secara tepat
waktu, serta mendorong partisipasi aktif seluruh anggota. Efektivitas juga
menunjukkan kesesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang
dicapai. Untuk mewujudkan efektivitas, diperlukan beberapa tahapan utama, yaitu
tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

1. Target (Perencanaan)
Target merupakan sasaran atau batasan yang telah ditetapkan untuk dicapai.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa
Depdiknas (2008), target diartikan sebagai sasaran atau tujuan yang ditentukan

sebelumnya untuk dicapai melalui strategi yang telah direncanakan. Dengan
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adanya target yang jelas, proses perencanaan dapat berjalan secara terarah
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Realisasi (pelaksanaan)
Realisasi anggaran adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya analisis serta evaluasi tahap
kegiatan yang telah dilaksanakan. Realisasi anggaran bertujuan untuk
memberikan umpan balik dan tindak lanjut agar pelaksanaan anggaran pada
periode berikutnya dapat berjalan dengan baik. Faktor-faktor seperti
komunikasi, ketersediaan sumber daya (resources), disposisi pelaksana, serta
struktur birokrasi menjadi unsur penting yang mendukung keberhasilan
pelaksanaan program dalam realisasi anggaran.

2.5.2 Indikator Efektivitas

Menurut Makmur dalam Fitrina (2022), efektivitas dapat diukur melalui

beberapa kriteria atau indikator, antara lain sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu
Waktu merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan
suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Pelaksanaan kegiatan yang
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dapat menunjang keberhasilan
organisasi, sedangkan keterlambatan dalam pelaksanaannya berpotensi
menyebabkan kegagalan suatu aktivitas organisasi.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya
Ketepatan perhitungan biaya berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam
memanfaatkan anggaran secara tepat, sehingga tidak menjadi kekurangan
maupun kelebihan biaya. Pengelolaan biaya yang akurat memungkinkan

kegiatan dapat diselesaikan dengan baik tanpa kendala finansial.
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. Ketepatan Dalam Pengukuran

Ketepatan pengukuran mencerminkan tingkat efektivitas suatu tindakan yang
menjadi tanggung jawab organisasi, dengan berpedoman pada ukuran atau
standar kebenaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Pengambilan keputusan merupakan proses yang tidak dilakukan secara
kebetulan, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk memperoleh
pilihan yang paling tepat. Dengan demikian, keputusan yang diambil
diharapkan merupakan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang
tersedia.

. Ketepatan Berfikir

Kemampuan berpikir secara tepat akan mendorong terciptanya keberhasilan
dalam pelaksanaan kerja sama, sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal
dan sesuai dengan harapan organisasi.

. Ketepatan Dalam Melaksanakan Perintah

Kebersihan suatu kegiatan organisasi pada umumnya dipengaruhi oleh
kemampuan seorang pemimpin, khususnya dalam memberikan instruksi atau
perintah yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh seluruh bawahan.
Kejelasan perintah tersebut akan memudahkan pelaksanaan tugas sehingga
kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menetapkan tujuan merupakan tindakan organisasi yang
menghasilkan capaian yang selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Penentuan tujuan yang matang dan terarah akan sangat
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membantu efisiensi pelaksanaan kegiatan, terutama dalam pencapaian tujuan
jangka panjang organisasi.

8. Ketepatan Sasaran
Penentuan sasaran yang baik dan tepat harus merumuskan sejak awal, baik
pada tingkat individu maupun organisasi. Penetapan sasaran yang jelas
memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan
organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian indikator efektivitas menurut makmur tersebut, dapat
dipahami bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan
menggunakan berbagai kriteria ketepatan sebagai tolak ukur. Dengan demikian,
suatu kegiatan dikatakan efektif apabila target atau sasaran yang telah
direncanakan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
2.5.3 Aspek-Aspek Dalam Efektivitas

Musaroh dalam Sugiarti (2024) menyatakan bahwa efektivitas dapat
dijelaskan dari suatu kegiatan atau program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Tugas atau Fungsi
Efektivitas yang dicapai apabila organisasi atau lembaga mampu
melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya secara baik.
2. Aspek Program atau Rencana
Suatu kegiatan dianggap efektif ketika program atau rencana yang telah
disusun dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.
3. Aspek Peraturan atau Ketentuan
Efektivitas juga terlihat dari berfungsinya aturan yang ditetapkan dalam

mengarahkan pelaksanaan kegiatan serta menjaga kelangsungannya.
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4. Aspek Kondisi Ideal atau Tujuan

Efektivitas diukur dari keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah

dirumuskan sebelumnya. Jika hasil kegiatan sesuai dengan tujuan, maka

program tersebut dinilai efektif.

2.6 Penelitian Terdahulu

selanjutnya untuk menemukan

disamping

inspirasi

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan
baru untuk penelitian selanjutnya

itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan

penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Beberapa penelitian

terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian mengenai analisis efektivitas

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai berikut:

Tabel 2.2 penelitian Terdahulu

No Namadan Judul Metode Hasil Penelitian

tahun Penelitian Penelitian

1. Zega dkk  Analisis Deskriptif Hasil penelitian
(2021) efektivitas Kuantitatif menunjukkan bahwa

pengelolaan pengelolaan APBDes
Anggaran di Desa Lololakha
Pendapatan tergolong efektif,
dan Belanja ditandai dengan
Desa realisasi anggaran
(APBDes) yang mendekati target
Desa yang telah ditetapkan.
Lololakha, Namun demikian,
Kecamatan penelitian  ini  juga
Gunungsitoli menekankan
Selatan. pentingnya penguatan
pengawasan internal
guna  meningkatkan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan desa.

2.  Ramadhan & Efektivitas Deskriptif Penelitian ini
Hidayat pengelolaan Kualitatif menemukan  bahwa
(2022) Anggaran pengelolaan APBDes

Pendapatan di Desa Selaawi
Dan Belanja tergolong cukup efektif
Desa di dalam mendukung
Desa pelaksanaan
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Selaawi, pembangunan desa.
Kecamatan Namun aspek
Talengong, transparansi dan
Kabupaten partisipasi masyarakat
Garut. dalam proses
perencanaan dan
pengawasan
anggaran masih perlu
ditingkatkan agar
pengelolaan APBdes
menjadi lebih optimal.

3. Wahyuni Analisis Deskriptif Hasil penelitian

(2023) Efektivitas Kuantitatif. menunjukkan bahwa
pengelolaan tingkat efektivitas
Anggaran pengelolaan APBdes
Pendapatan di Desa Purwosari
dan Belanja berada pada kategori
Desa efektif. Meskipun
(APBDes) demikian, pada
Desa beberapa tahun
purwosari, tertentu realisasi
Kabupaten belanja belum
Magetan. mencapai target
akibat keterlambatan
pelaksanaan program
dan kegiatan desa.

4. Badu &  Analisis Deskriptif Penelitian ini
Monoarfa. Efisiensi dan Kuantitatif menyimpulkan bahwa
(2023) Efektivitas pengelolaan APBDes

pengelolaan di Desa Yosonegoro
APBDes di tergolong efektif dan
Desa efisien, dilihat dari
Yosonegoro, tingginya tingkat
Kecamatan realisasi  anggaran.
Limboto Namun demikian,
Barat, masih terdapat
Kabupaten beberapa kendala,
Gorontalo terutama pada tahap
perencanaan dana
penyerapan anggaran
di  beberapa pos
belanja yang belum
optimal.

5. Slamet dkk. Analisis Deskriptif Hasil penelitian

(2024) Efektivitas Kuantitatif menunjukkan bahwa
Anggaran pengelolaan APBdes
Pendapatan di Desa Selat
dan Belanja tergolong efektif, yang
Desa ditunjukkan oleh
(APBDes) tingkat realisasi
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pada pendapatan dan

Pemerintah belanja desa yang
Desa Selat, secara konsisten
Kecamatan berada di atas 90%
Sukasada dari target anggaran.

Hal ini menandakan
bahwa perencanaan

dan pelaksanaan
anggaran telah
berjalan sesuai
dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam
APBDes.

Sumber: Penelitian Terdahulu 2021-2024
2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan dasar konseptual yang menjelaskan alur
pemikiran peneliti secara logis dalam mengkaji permasalahan penelitian dengan
berlandasan teori dan konsep yang relevan. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa
kerangka pikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan
antarvariabel penelitian sehingga mampu memberikan arah yang jelas dalam
pencapaian tujuan penelitian.

pengelolaan keuangan desa, Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa
efektivitas pengelolaan anggaran dapat diukur melalui tingkat pencapaian target
anggaran, yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan
realisasi anggaran yang dicapai. Tingkat efektivitas tersebut mencerminkan kinerja
pemerintah desa dalam pengelola keuangan desa secara optimal.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini menjadikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase sebagai objek
kajian dengan menganalisis efektivitas pengelolaannya pada periode tahun
anggaran 2021-2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan target dan
realisasi APBDes pada setiap tahun anggaran untuk mengetahui tingkat efektivitas

pengelolaan APBDes, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menilai
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kinerja keuangan desa serta merumuskan rekomendasi perbaikan di masa yang

akan datang. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

N
Pemerintahan Desa
Borikamase
J
~N
Analisis Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa Borikamase
J
\ 4
Analisis Kualitatif
Rasio Efektivitas Faktor yang
Pengelolaan APBDes Mempengaruhi Efektivitas
Periode 2021-2024 Pengelolaann APBDes
(\A .

Hasil Analisis

Efektif/Tidak Efektif

Gambar 2.1 Kerangka pikir

35



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami mendalam
fenomena pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di
Desa Borikamase. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna,
proses, serta kondisi nyata pengelolaan keuangan desa berdasarkan perspektif
pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan APBDes (Sugiyono,
2019).

Melalui penelitian kualitatif, peneliti berupaya memahami bagaimana proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBDes dilakukan, termasuk berbagai
kendala yang dihadapi desa. Data penelitian diperoleh melalui wawancara
mendalam dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta
dukungan oleh data anggaran dan realisasi APBDes. Data yang diperoleh
selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang
komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase
tahun anggaran 2021-2024.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
3.2.1 Tempat

Penelitian ini dilakukan pada Desa Borikamase di wilayah Kecamatan Maros
Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan objek yang akan diteliti adalah
Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes).
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3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, yaitu dilakukan mulai pada

bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2026. Adapun rincian kegiatan meliputi

persiapan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, dan seminar

hasil penelitian.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk ngka dan digunakan untuk
mengukur tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan dan
Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase. Data ini diperoleh dari dokumen
resmi pemerintah desa berupa laporan APBDes, laporan realisasi APBDes,
serta data anggaran dan realisasi pendapatan desa Tahun anggaran 2021-
2024. Data tersebut digunakan untuk menghitung tingkat -efektivitas
pengelolaan APBDes berdasarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasi pendapatan desa.

Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk uraian, penjelasan, dan
informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBDes di Desa
Borikamase. Data ini digunakan untuk memahami proses pengelolaan
APBDes, melalui perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga
pertanggungjawaban serta berbagai kendala yang dihadapi dalam

pengelolaan APBDes di Desa Borikamase.

37



3.3.2 Sumber Data
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti
dari sumber utama di lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan melalui interaksi
langsung dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang
telah tersedia. Dalam penelitian Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase Kecamatan Maros
Baru Kabupaten Maros, data sekunder meliputi dokumen APBDes, laporan
realisasi pendapatan dan belanja desa, serta dokumen administrasi keuangan
desa yang digunakan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan APBDes.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan
melalui beberapa cara sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh
informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui observasi,
peneliti dapat mengamati kondisi nyata di lapangan, aktivitas, serta situasi yang
relevan dengan fokus penelitian sehingga data yang diperoleh dapat

mendukung hasil penelitian.
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2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan cara
bertatap muka. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah
wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan
langsung dengan pengelolaan APBDes, yaitu Kepala Desa Borikamase,
sekretaris desa, Bendahara Desa Borikamase, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Borikamase serta Tokoh Masyarakat Desa Borikamase.
Tabel 3.1

Jumlah informan Ataupun Narasumber di
Desa Borikamase Tahun 2026

No Narasumber Jumlah
(Jiwa)
1. Kepala Desa Borikamase, kecamatan 1
Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Sekretaris Desa Borikamase, Kecamatan 1
Maros Baru, Kabupaten Maros.
3. Kepala Badan Pengawas Desa 1

Borikamase, Kecamatan Maros Baru,
Kabupaten Maros.

4. Bendahara/Kaur Keuangan Desa 1
Borikamase, kecamatan Maros Baru,
Kabupaten Maros.

5. Kepala Dusun Desa Borikamase, 5
kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen atau arsip
yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa
dokumen APBDes, laporan realisasi APBDes, dan arsip lain yang
mendukung analisis efektivitas pengelolaan APBDes.
3.5 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan untuk
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menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan
dokumentasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) di Desa Borikamase periode 2021-2024.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan
Huberman (1994) dalam Saldana (2020), yang menyatakan bahwa analisis data
kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus-menerus hingga
data mencapai kejenuhan. Proses analisis data tersebut terdiri atas tiga tahapan
utama vyaitu, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan.
Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara dengan informan,
catatan observasi, serta dokumen APBDes yang relevan dengan fokus
penelitian, yaitu efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Data
yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian disisihkan, sementara
data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti
perencanaan APBDes, pelaksanaan anggaran, realisasi pendapatan dan
belanja, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan APBDes. proses
reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung
untuk memperoleh data yang lebih terarah dan bermakna.

2. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan setelah reduksi data selesai. Data yang telah dipilah
dan dikategorikan kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel serta

perhitungan rasio efektivitas. Perhitungan rasio efektivitas digunakan untuk
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menilai tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran
sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes. Menurut
Mardiasmo (2021), efektivitas pengelolaan keuangan dapat diukur dengan
membandingkan realisasi anggaran terhadap target anggaran. Rasio efektivitas
yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Efektivitas — Realisasi APBDesX 100 %
fektivitas = Target APBDes 0

Hasil perhitungan rasio efektivitas tersebut kemudian diinterpretasikan
berdasarkan kriteria efektivitas efektivitas yang mengacu pada Keputusan Menteri
Dalama Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Efektivitas APBDes

Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas (%)

Sangat Efektif

>100%

Efektif 90%-100%
Cukup Efektif 80%-90%

Kurang 60%-80%
Tidak Efektif <60%

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996

3. Penarikan Kesimpulan
Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan hasil
analisis perhitungan rasio efektivitas maupun temuan kualitatif dilapangan.
Kesimpulan diperoleh dengan mengaitkan hasil perhitungan rasio efektivitas
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan APBDes.
Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keabsahan
data dan ketepatan kesimpulan penelitian.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Adapun yang termasuk dalam definisi operasional variabel dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:
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1. Efektivitas pengelolaan APBDes: Dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan
Pemerintah Desa Borikamase dalam melaksanakan dan merealisasikan
anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan rencana atau target
yang telah ditetapkan dalam APBDes pada periode tertentu. Pengelolaan
APBDes dinilai efektif apabila realisasi pendapatan dan belanja desa mampu
memenuhi atau mendekati target yang direncakan serta berkontribusi secara
nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Merupakan perencanaan
keuangan tahunan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, disusun secara
terstruktur, dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) mencakup seluruh rencana penerimaan desa,
pengeluaran desa, serta pembiayaan desa dalam satu periode anggaran, yang
berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyusunannya, APBDes
berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat,
serta ketertiban dan disiplin anggaran sehingga pelaksanaan dan pemanfaatan
dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat desa

maupun kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Profil Desa Borikamase

Desa Borikamase merupakan induk dari Desa yang lain berada di
Kecamatan Maros Baru, beberapa tahun silam sebelum tahun 1960 Desa
Borikamase masih termasuk bagian dari Desa Borimasunggu dan Desa
Majannang seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perekonomian yang ada
di Desa Borikamase, maka pada tahun berikutnya diadakanlah pemekaran untuk
dijadikan menjadi tiga desa yang ada di dalam desa borikamase yaitu : Desa
Borimasunggu dan Desa Majannang, pada saat pemekaran desa, sehingga
menjadi tuntutan masyarakat agar terjadi pemekaran desa di Desa Majannang,
maka pada tahun 1994 Desa Majannang dimekarkan sehingga lahirlah Desa yang
bernama Desa Majannang dan Desa Mattirotasi maka kecamatan Maros memiliki
4 (Empat) Desa yaitu: Desa Borikamase, Desa Borimasunggu, Desa Majannang,
dan Desa Mattirotasi.

Borikamase berasal dari kata “Bori” yang berasal dari kata Bahasa
Makassar, Dalam dialog makassar berarti kata Tempat dan “ Kamase”, merupakan
Bahasa yang lahir dari Bahasa Bugis yang artinya saling mengasihi. Dinamakan
Borikamase karena masyarakat pada saat itu merupakan yang masih tinggi adat
gotong royongan serta masih tinggi adat yang selalu dinamakan sampai saat ini
yaitu siri na pacce kemudian Borikamase merupakan arti dari tempat
berkumpulnya tokoh masyarakat yang masih saling menyayangi dan mengasihi

keluarga yang satu dengan keluarga lainnya.
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Desa Borikamase adalah salah satu Desa yang berada dalam wilayah di
Kabupaten Maros yang terletak bagian barat, letak geografisnya berada didaerah
pesisir yang potensi alamnya adalah persawahan, Nelayan dan sebagian kawasan
tambak. Jumlah penduduk di Desa Borikamase Tahun 2026 sebanyak 4.008 jiwa,
Laki-Laki 2.006 jiwa sedangkan perempuan 2.002 jiwa. Terdiri dari 5 Dusun yaitu
Lekoala, Tebbange, Tebbang Orai, Padang Assitang, dan Pammentengan. Setiap
dusun tersebut memiliki kisah masing-masing, seperti Dusun Padang Assitang
bahwa menurut cerita di dusun ini pernah dada peristiwa pada saat terjadi perang,
dan dusun ini juga menjadi tempat pertemuan para pejuang zaman dahulu. Dan
dusun pammentengan adalah dusun yang menggambarkan pemimpin-pemimpin
dan masyarakat yang mempunyai karakter rajin bekerja. Kelima dusun ini sama-
sama menggambarkan niat dan tujuan yang baik. Menurut orang bugis daerah ini
dinamakan sebagai kampung yang penuh dengan kasih sehingga muncul istilah
Borikamase. Dari nama Desa Borikamase terdapat tujuan dan cita-cita yang mulia
untuk selalu berbuat, berniat ke arah yang lebih baik.

Setiap desa pasti mempunyai visi dan misi, begitupun dengan Desa
Borikamase. Dalam pemerintahan desa visi dan misi dapat mempengaruhi strategi
dana dan kebijakan pemerintahan desa tersebut serta meningkatkan semangat
dan motivasi aparat desa untuk mewujudkan tujuan yang terkandung di dalamnya.
4.1.2 Visi dan Misi Desa Borikamase

Berikut ini adalah uraian visi dan misi Desa Borikamase:

1. Visi Desa Borikamase
a. “Terwujudnya Desa Borikamase yang lebih sejahtera dan beriman”.
2. Misi Desa Borikamase

a. Mewujudkan pembangunan berbasis kebutuhan

44



b. Menciptakan pelayanan pemerintah Desa Borikamase yang profesional.
c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, perikanan,
dan nelayan.
d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat
dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa.
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Borikamase
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang diterapkan oleh Desa
Borikamase berdasarkan beberapa peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah
Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2000 tentang pedoman
penyusunan organisasi dan tata kelola kerja Pemerintahan Desa. Peraturan
tersebut juga mengatur bahwa Desa Borikamase menganut System Kelembagaan
Pemerintahan Desa dengan satu Kepala Desa bersama satu Sekretaris Desa, dan
pola 2 Kepala Urusan (Kaur), 2 Kepala Seksi (Kasi) dan masing-masing satu

Kepala Dusun yang tersebar di 5 dusun yang dimiliki oleh desa Borikamase.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru
Kabupaten Maros periode 2026
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4.1.4 Demografi Desa Borikamase

Desa Borikamase adalah salah satu desa yang memiliki luas wilayah 5,24
km? diantara keempat desa yang berada di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten
Maros. Secara geografis Desa Borikamase berada di dataran rendah dengan
ketinggian 0-5 meter di atas permukaan laut. Kondisi alam dari Desa Borikamase
adalah lahan pertanian dan tambak dengan sebagian besar irigasi teknis.
Sebagian besar jala menuju desa ini masih tanah berbatu (pengerasan) dan
sebagian kecilnya sudah dibeton. Jarak pusat pemerintahan Desa Borikamase
dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 km, jarak dari pusat pemerintahan
Kabupaten 6 km, dan jarak dari pusat pemerintahan Provinsi 36 km.
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Analisis Efektivitas Pengelolaan APBDes Desa Borikamase Periode

2021-2024

Untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes), pengukuran dilakukan dari dua aspek utama, yaitu dari
sisi pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat
efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase menggunakan rumus
efektivitas menurut Mahmudi (2019). Efektivitas dari sisi pendapatan dihitung
dengan cara membandingkan realisasi pendapatan desa dengan target
pendapatan yang telah ditetapkan, kemudian hasilnya dikalikan seratus persen.

Sementara itu, efektivitas dari sisi belanja desa diukur dengan
membandingkan realisasi belanja desa dengan target belanja desa yang telah
dianggarkan, kemudian dikalikan seratus persen. Semakin tinggi rasio efekivitas
yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan pemerintah desa dalam

mengelola keuangannya. Sebaliknya, apabila tingkat rasio efektivitas rendah, hal
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tersebut menunjukkan bahwa kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan
masih belum optimal.

Untuk menentukan kriteria penilaian tingkat efektivitas kinerja pengelolaan
APBDes di Desa Borikamase, penelitian ini mengacu pada pedoman yang
ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun
1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Berdasarkan pedoman
tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap tingkat efektivitas pengelolaan
keuangan Desa Borikamase selama periode tahun 2021-2024:

a. Tingkat efektivitas Pengelolaan APBDes Di Desa Borikamase Tahun 2021

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di
Desa Borikamase tahun 2021 maka dapat dilihat dari perhitungan rasio tingkat
efektivitas berikut ini:

o Realisasi Pendapatan
Efektivitas Pendapatan = X 100 %
Target Pendapatan

_ Rp.824.114.829,00
" Rp.1.989.584.000,00

X 100 %

=41,42%

. . Realisasi Belanja
Efektivitas Belanja = —X 100 %
Target Belanja

Rp 711.946.900,00

= X 10009
Rp 1.966.278.816,00 100 %

= 36,20%
Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa
Borikamase pada tahun 2021 dapat dilihat tabel berikut ini mengenai laporan
realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Borikamase tahun

2021:
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Tabel 4.1 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan dan Belanja
Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2021
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Kriteria

Efektivitas
(%)
Pendapatan 1.989.584.000,00 824.114.829,00 41,42 Tidak
Efektif
Belanja 1.966.278.816,00 711.946.900,00 36,20 Tidak
Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa
Borikamase tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan APBDes Desa
Borikamase tahun 2021, diketahui bahwa tingkat efektivitas dari sisi pendapatan
dan belanja desa menunjukkan hasil relatif rendah. Efektivitas pendapatan
diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan sebesar Rp
824.114.829,00 dengan terget pendapatan sebesar Rp 1.989.584.000,00,
sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 41,42%. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa realisasi pendapatan desa belum mampu mencapai target
yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pendapatan Desa Borikamase
pada tahun 2021 tergolong tidak efektif, karena pencapaian realisasi pendapatan
masih jauh di bawah terget anggaran. Sementara itu, efektivitas belanja desa
dihitung dengan membandingkan realisasi belanja sebesar Rp 711.946.900,00
dengan terget belanja desa sebesar Rp 1.966.278.816,00, sehingga diperoleh
rasio efektivitas sebesar 36,20 %. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat
penyerapan anggaran belanja desa masih rendah. Rendahnya realisasi belanja
tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan desa belum
berjalan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam

APBDes.
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b. Tingkat efektivitas Pengelolaan APBDes Di Desa Borikamase Tahun 2022

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di
Desa Borikamase tahun 2022 maka dapat dilihat dari perhitungan rasio tingkat
efektivitas berikut ini:

o Realisasi Pendapatan
Efektivitas Pendapatan = X 100 %
Target Pendapatan

_ Rp.2.033.740.652,00

= X 1009
Rp. 2.062.742.500,00 %

= 98,59%

. ) Realisasi Belanja
Efektivitas Belanja = — X 100 %
Target Belanja

_ Rp.1.954.210.116,00
" Rp.2.090.153.032,00

X 100 %

= 93,49%

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa
Borikamase pada tahun 2022 dapat dilihat tabel berikut ini mengenai laporan
realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Borikamase tahun 2022:

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan dan Belanja

Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2022
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Kriteria

Efektivitas
(%)
Pendapatan 2.062.742.500,00 2.033.740.625,00 98,59 Efektif
Belanja 2.090.153.032,00 1.954.210.116,00 93,49 Efektif
Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Borikamase

tahun 2022
Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase pada tahun 2022,
dapat diketahui tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa yang dilihat dari sisi

pendapatan dan belanja desa. Jumlah target pendapatan Desa Borikamase pada
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tahun 2022 sebesar Rp 2.062.742.500,00, sedangkan realisasi pendapatan yang
diperoleh sebesar Rp 2.033.740.625,00. Berdasarkan perhitungan tersebut,
tingkat efektivitas pengelolaan APBDes dari sisi pendapatan desa mencapai 98,59
%. Sementara itu, dari sisi belanja desa diketahui bahwa terget belanja Desa
Borikamase tahun 2022 sebesar Rp 2.090.153.032,00, dengan realisasi belanja
sebesar Rp 1.954.210.116,00. Berdasarkan perbandingan antara realisasi dan
terget belanja tersebut, diperoleh tingkat efektivitas belanja desa sebesar 93,49%.
Dengan demikian, tingkat efektivitas pengelolaan APBDes Desa Borikamase pada
tahun 2022, jika dilihat dari sisi pendapatan dan belanja desa, tergolong dalam
kategori efektif, karena persentase kinerja keuangan desa berada pada kisaran
90%-100%.
C. Tingkat efektivitas Pengelolaan APBDes Di Desa Borikamase Tahun 2023
Untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di
Desa Borikamase tahun 2023 maka dapat dilihat dari perhitungan rasio tingkat
efektivitas berikut ini:

o Realisasi Pendapatan
Efektivitas Pendapatan = X 100 %
Target Pendapatan

_ Rp.1.764.152.618,00

= X 1009
Rp.1.764.183.419,00 %

=99,99%

. ] Realisasi Belanja
Efektivitas Belanja = —X 100 %
Target Belanja

_ Rp.1.639.940.877,00
"~ Rp.1.806.124.487,00

X 100 %

= 90,80%
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Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa
Borikamase pada tahun 2023 dapat dilihat tabel berikut ini mengenai laporan
realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Borikamase tahun
2023:

Tabel 4.3 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan dan Belanja
Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2023
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Kriteria
Efektivitas
(%)
Pendapatan 1.764.183.419,00 1.764.152.618,00 99,99 Efektif

Belanja 1.806.124.487,00 1.639.940.877,00 90,80 Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa
Borikamase tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan APBDes Desa
Borikamase pada tahun 2023, diketahui bahwa tingkat efektivitas dari sisi
pendapatan dan belanja desa menunjukkan hasil yang relatif baik. Efektivitas
pendapatan diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan sebesar Rp
1.764.152.618,00 dengan target pendapatan sebesar Rp 1.764.183.419,00,
sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 99,99%. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa realisasi pendapatan desa hampir sepenuhnya mencapai
target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pendapatan Desa
Borikamase dapat dikategorikan efektif, karena pencapaian realisasi pendapatan
telah sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Sementara itu, efektivitas belanja desa dihitung dengan membandingkan
realisasi belanja sebesar Rp 1.639.940.877,00 dengan target belanja desa
sebesar Rp 1.806.124.487,00, sehingga diperoleh rasio efektivitas sebesar
90,80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja
desa belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Meskipun demikian,

tingkat efektivitas belanja desa masih tergolong cukup efektif, karena sebagian
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besar anggaran telah direalisasikan untuk membiayai program dan kegiatan desa.
Rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan
mengindikasikan adanya sepenuhnya atau adanya efisiensi dalam pelaksanaan
program pembangunan desa sesuai dengan APBDes.
d. Tingkat efektivitas Pengelolaan APBDes Di Desa Borikamase Tahun 2024
Untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di
Desa Borikamase tahun 2024 maka dapat dilihat dari perhitungan rasio tingkat
efektivitas berikut ini:

o Realisasi Pendapatan
Efektivitas Pendapatan = X 100 %
Target Pendapatan

_ Rp.1.858.615.851,00

= X 1009
Rp. 1.848.751.992,00 %

=100,53%

. . Realisasi Belanja
Efektivitas Belanja = —X 100%
Target Belanja

_ Rp.1.813.408.046,00

= X 1009
Rp.2.012.471.857,00 %

= 90,10%
Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa
Borikamase pada tahun 2024 dapat dilihat tabel berikut ini mengenai laporan
realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Borikamase tahun 2024:

Tabel 4.4 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan dan Belanja
Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2024
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Krieria
Efektivitas
(%)
Pendapatan 1.848.751.992,00 1.858.615.851,00 100,53 Sangat

Efektif
Belanja 2.012.471.857,00 1.813.408.046,00 90,10 Efektif
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Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa
Borikamase tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan APBDes Desa
Borikamase tahun 2024, diketahui bahwa terget pendapatan desa sebesar Rp
1.848.751.993,00, sedangkan realisasi pendapatan desa mencapai Rp
1.858.615.851,00. Dengan demikian, tingkat efektivitas pengelolaan APBDes dari
sisi pendapatan adalah sebesar 100,53%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi
pendapatan desa telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga pengelolaan
APBDes dari segi pendapatan dapat dikategorikan sangat efektif. Selanjutnya, dari
sisi belanja desa diketahui bahwa target belanja desa sebesar Rp
2.012.457.857,00, sedangkan realisasi belanja desa sebesar Rp
1.813.408.046,00. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efektivitas belanja desa
diperoleh sebesar 90,10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja
desa belum sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan, namun masih
berada dalam kategori efektif.

4.2.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan APBDes

selama periode 2021-2024

Berdasarkan hasil penelitian adapun wawancara dengan beberapa informan
yang telah dilakukan di Desa Borikamase, diketahui bahwa efektivitas pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021-2024 dipengaruhi
oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas APBDes tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan APBDes di Desa Borikamase pada
tahun 2021 termasuk dalam kategori tidak efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor, seperti keterlambatan pencairan Dana Desa, kendala

administrasi, serta penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hal
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tersebut menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan sesuai
dengan perencanaan. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara
dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Sekretaris
Desa.

Informan pertama pada penelitian ini adalah Bapak Aswin selaku Kepala
Desa Borikamase dan adapun hasil wawancaran dari bapak Aswin mengatakan
bahwa:

“Pada tahun 2021 kondisi desa masih berada pada masa pemulihan
pascapandemi Covid-19 sehingga beberapa program pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Selain itu, keterlambatan pencairan dana serta adanya penyesuaian
terhadap prioritas anggaran desa menyebabkan beberapa kegiatan yang
telah direncanakan harus ditunda. Kondisi tersebut berdampak pada belum
optimalnya realisasi anggaran sehingga tingkat efektivitas pengelolaan
APBDes pada tahun 2021 masih tergolong rendah.”

Infforman kedua pada penelitian ini adalah |bu Ismawati selaku kaur
keuangan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari lbu Ismawati
mengatakan bahwa:

‘Kendala yang paling dirasakan pada tahun 2021 adalah keterlambatan
pencairan dana dan proses administrasi yang cukup lama. Hal tersebut
menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami keterlambatan
sehingga realisasi anggaran tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan.”

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Bapak Prengki selaku ketua
Badan Permusyawaratan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak
Prengki mengatakan bahwa:

“Penyusunan APBDes telah dilakukan melalui musyawarah bersama
pemerintah desa dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan karena adanya
keterlambatan pencairan dana serta penyesuaian terhadap prioritas
anggaran.”
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Informan keempat pada penelitian ini adalah Ibu Risnawati selaku Sekretaris
Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Risnawati mengatakan
bahwa:

"Pada tahun 2021, kendala yang kami hadapi adalah keterlambatan
pencairan anggaran serta penyesuaian administrasi dan dokumen yang
memerlukan waktu. Oleh karena itu, kami terus melakukan penyesuaian
administrasi dan melengkapi dokumen agar pelaksanaan kegiatan tetap
sesuai dengan ketentuan, meskipun terdapat beberapa keterlambatan
dalam proses pencairan anggaran.”

Informan kelima pada penelitian ini adalah Bapak H. Sultani selaku Kepala
dusun Padang Assitang di Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak
H. Sultani mengatakan bahwa:

“Beberapa usulan masyarakat belum dapat direalisasikan pada tahun 2021.
Hal ini disebabkan karena anggaran desa lebih diprioritaskan untuk
kebutuhan yang dianggap lebih mendesak sehingga sebagian usulan harus
ditunda pelaksanaannya.”

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas APBDes tahun 2022
Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan APBDes Desa Borikamase pada
tahun 2022 termasuk dalam kategori efektif, meskipun belum mencapai target
secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh semakin baiknya koordinasi
antarperangkat desa, kelancaran pencairan anggaran, peningkatan pengawasan
BPD, serta pelaksanaan program yang sebagian besar telah berjalan sesuai
dengan perencanaan. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun.
Informan pertama pada penelitian ini adalah Bapak Aswin selaku Kepala
Desa Borikamase dan adapun hasil wawancaran dari bapak Aswin mengatakan

bahwa:
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"Pada tahun 2022 pengelolaan APBDes sudah lebih baik dibandingkan
tahun sebelumnya. Sebagian besar program dapat dilaksanakan, meskipun
masih ada beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.”

Infforman kedua pada penelitian ini adalah |bu Ismawati selaku kaur
keuangan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Ismawati
mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2022 pengelolaan APBDes sudah berjalan lebih baik dibanding
tahun sebelumnya karena realisasi pendapatan dan belanja hampir
mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan proses pencairan
dana sudah lebih lancar dan pelaksanaan program desa dapat dilakukan
sesuai perencanaan. Selain itu pemerintah desa juga lebih aktif melakukan
pengawasan dan koordinasi sehingga kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. "

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Bapak Prengki selaku ketua
Badan Permusyawaratan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak
Prengki mengatakan bahwa:

"Pengawasan terhadap APBDes tahun 2022 sudah semakin baik.
Pemerintah desa juga lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai
pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.”

Informan keempat pada penelitian ini adalah Ibu Risnawati selaku Sekretaris
Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Risnawati mengatakan
bahwa:

"Koordinasi antarperangkat desa pada tahun 2022 semakin baik sehingga
penyusunan laporan dan administrasi keuangan dapat dilakukan lebih
tertib."”

Informan kelima pada penelitian ini adalah Bapak Yusri selaku Kepala dusun
Tebbange di Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak Yusri

mengatakan bahwa:
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"Sebagian program pembangunan sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, walaupun ada beberapa kegiatan yang harus disesuaikan
dengan kondisi yang ada."

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas APBDes tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan APBDes Desa Borikamase tahun
2023 termasuk kategori efektif. Hal ini didukung oleh peningkatan administrasi
keuangan, koordinasi perangkat desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat,
meskipun masih terdapat kendala penyesuaian anggaran. Kondisi ini diperkuat
oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Kepala
Dusun, dan Sekretaris Desa.

Informan pertama pada penelitian ini adalah Bapak Aswin selaku Kepala
Desa Borikamase dan adapun hasil wawancaran dari bapak Aswin mengatakan
bahwa:

“Diketahui bahwa pelaksanaan APBDes pada tahun 2023 berjalan lebih
efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Program pembangunan yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
meskipun terdapat beberapa penyesuaian dalam penggunaan anggaran.”

Informan kedua pada penelitian ini adalah Ibu Ismawati selaku kaur
keuangan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari lbu Ismawati
mengatakan bahwa:

“Pengelolaan administrasi keuangan desa pada tahun 2023 mengalami
peningkatan. Hal tersebut didukung oleh semakin baiknya pemahaman
perangkat desa dalam penggqunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban.”

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Bapak Prengki selaku ketua
Badan Permusyawaratan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak
Prengki mengatakan bahwa:

“Diketahui bahwa transparansi dalam pengelolaan APBDes pada tahun 2023
semakin meningkat. Pemerintah desa secara rutin menyampaikan informasi
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mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran
kepada BPD.”

Informan keempat pada penelitian ini adalah Ibu Risnawati selaku Sekretaris
Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Risnawati mengatakan
bahwa:

"Koordinasi antarperangkat desa tahun 2023 semakin baik sehingga
penyusunan APBDes dan pelaporan dapat berjalan lebih tertib. Namun,
beberapa kegiatan tetap perlu disesuaikan agar pelaksanaannya sesuai
dengan kondisi yang ada.”

Informan kelima pada penelitian ini adalah Bapak Agus Salim selaku Kepala
dusun Lekoala di Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak Agus
Salim mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan mulai
mengalami peningkatan pada tahun 2023. Masyarakat lebih aktif
menyampaikan usulan melalui musyawarah desa sehingga program yang
dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan setiap dusun.”

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas APBDes tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan APBDes Desa Borikamase tahun
2024 termasuk kategori efektif. Hal ini didukung oleh tercapainya realisasi
pendapatan, tertibnya administrasi keuangan, koordinasi perangkat desa, dan
pengawasan yang baik. Namun, masih terdapat kendala dalam pengendalian
belanja dan penyesuaian kegiatan. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara
dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Sekretaris
Desa.

Informan pertama pada penelitian ini adalah Bapak Aswin selaku Kepala
Desa Borikamase dan adapun hasil wawancaran dari bapak Aswin mengatakan

bahwa:
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"Pada tahun 2024 pengelolaan APBDes berjalan dengan baik. Pendapatan
desa dapat terealisasi sesuai target dan sebagian besar program dapat
dilaksanakan, namun penggunaan anggaran tetap dikendalikan agar sesuai
dengan kebutuhan dan prioritas desa.”

Informan kedua pada penelitian ini adalah Ibu Ismawati selaku kaur
keuangan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari lbu Ismawati
mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2024 administrasi keuangan desa sudah lebih tertib. Proses
pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai aturan sehingga pengelolaan
anggaran dapat berjalan dengan baik."

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Bapak Prengki selaku ketua
Badan Permusyawaratan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak
Prengki mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2024, BPD terus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
pengelolaan APBDes untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan
secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hasil musyawarah desa
serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui
pengawasan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan desa dapat
terlaksana dengan lebih baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan."

Informan keempat pada penelitian ini adalah Ibu Risnawati selaku Sekretaris
Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Risnawati mengatakan
bahwa:

"Koordinasi antarperangkat desa, BPD, dan masyarakat berjalan semakin
baik sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan APBDes
dapat dilakukan lebih tertib dan efektif."

Informan kelima pada penelitian ini adalah Bapak azis selaku Kepala Dusun
Tebbang Orai di Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak Bapak

azis mengatakan bahwa:
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"Program pembangunan tahun 2024 sudah lebih mengarah pada kebutuhan
masyarakat. Usulan dari masyarakat melalui musyawarah desa menjadi
dasar dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, faktor-faktor yang
memengaruhi efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase selama tahun
2021-2024 terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi
kemampuan pemerintah desa dalam mengelola administrasi keuangan, koordinasi
antarperangkat desa, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penyesuaian pelaksanaan
program dan kegiatan. Meningkatnya koordinasi, administrasi, dan pengawasan
pada tahun 2022-2024 menjadi faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan
APBDes.

Faktor eksternal meliputi keterlambatan pencairan Dana Desa, dampak
pemulihan pascapandemi Covid-19, serta partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan. Pada tahun 2021, keterlambatan pencairan
anggaran dan dampak pascapandemi menjadi faktor utama yang menyebabkan
rendahnya efektivitas pengelolaan APBDes. Sementara itu, pada tahun 2023—
2024 meningkatnya partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa turut
mendukung pelaksanaan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

4.3 Pembahasan

Dalam penelitian ini, hasil analisis efektivitas pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak hanya didasarkan pada data
dokumentasi berupa laporan realisasi APBDes, tetapi juga diperkuat melalui hasil
wawancara dengan lima informan, yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun.
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Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan
pengelolaan APBDes, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang
memengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase selama
periode 2021-2024. Hasil wawancara tersebut digunakan untuk memperkuat
temuan penelitian yang diperoleh dari hasil analisis data, sehingga dapat
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pengelolaan
APBDes pada setiap tahun penelitian. Selanjutnya, hasil wawancara masing-

masing informan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Hasil wawancara Informan tahun 2021
No Nama Persentase Penjelasan Informan kriteria
Informan kinerja

1. Aswin e Pendapatan “Pada  tahun 2021 Tidak
41,42% kondisi desa masih Efektif

e Belanja berada pada masa

36,20% pemulihan

pascapandemi Covid-19

sehingga beberapa

program pembangunan

dan pemberdayaan

masyarakat belum dapat

dilaksanakan secara

optimal. Selain itu,

keterlambatan pencairan
dana serta adanya
penyesuaian terhadap
prioritas anggaran desa
menyebabkan beberapa
kegiatan yang telah
direncanakan harus
ditunda. Kondisi tersebut
berdampak pada belum

optimalnya realisasi
anggaran sehingga
tingkat efektivitas

pengelolaan APBDes
pada tahun 2021 masih
tergolong rendah.”

2. Ismawati e Pendapatan “Kendala yang paling Tidak
41,42% dirasakan pada tahun Efektif
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Belanja
36,20%

2021 adalah
keterlambatan pencairan
dana dan proses
administrasi yang cukup
lama. Hal tersebut
menyebabkan
pelaksanaan beberapa
kegiatan mengalami
keterlambatan sehingga
realisasi anggaran tidak
dapat dilakukan sesuai
dengan jadwal yang telah
ditetapkan.”

3.

Prengki

Pendapatan
41,42%
Belanja
36,20%

‘Penyusunan  APBDes
telah dilakukan melalui
musyawarah  bersama
pemerintah desa dan
masyarakat. Namun,
dalam pelaksanaannya
masih terdapat beberapa
kegiatan yang belum
dapat direalisasikan
karena adanya
keterlambatan pencairan
dana serta penyesuaian
terhadap prioritas
anggaran.”

Tidak
Efektif

4.

Risnawati

Pendapatan
41,42%
Belanja
36,20%

"Pada tahun 2021,
kendala  yang kami
hadapi adalah
keterlambatan pencairan
anggaran serta
penyesuaian administrasi
dan dokumen yang
memerlukan waktu. Oleh
karena itu, kami terus
melakukan penyesuaian

administrasi dan
melengkapi dokumen
agar pelaksanaan
kegiatan tetap sesuai
dengan ketentuan,
meskipun terdapat

beberapa keterlambatan
dalam proses pencairan
anggaran."

Tidak
Efektif
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5. H. Sultani e Pendapatan “Beberapa usulan Tidak

41,42% masyarakat belum dapat Efektif
e Belanja direalisasikan pada tahun
36,20% 2021. Hal ini disebabkan

karena anggaran desa
lebih diprioritaskan untuk

kebutuhan yang
dianggap lebih mendesak
sehingga sebagian

usulan harus ditunda
pelaksanaannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua
BPD, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun, diketahui bahwa pengelolaan APBDes
Desa Borikamase pada tahun 2021 belum berjalan secara efektif. Hal ini sejalan
dengan hasil perhitungan efektivitas yang menunjukkan realisasi pendapatan
sebesar 41,42% dan realisasi belanja sebesar 36,20%, sehingga termasuk dalam
kategori tidak efektif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas pengelolaan
APBDes disebabkan oleh kondisi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang
berdampak pada pelaksanaan program desa. Selain itu, keterlambatan pencairan
dana, proses administrasi yang memerlukan waktu lebih lama, serta perubahan
prioritas anggaran menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Akibatnya, realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Temuan tersebut sesuai dengan teori efektivitas menurut Makmur dalam
Fitrina (2023), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu organisasi ditentukan
oleh tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada
tahun 2021, tujuan pengelolaan APBDes belum tercapai secara optimal karena
sebagian besar program tidak dapat direalisasikan sesuai perencanaan, sehingga

tingkat efektivitas pengelolaan APBDes masih rendah.
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Tabel 5.2
Hasil wawancara informan tahun 2022

No Nama Persentase Penjelasan Informan kriteria
Informan kinerja
1. Aswin e Pendapatan "Pada  tahun 2022 Efektif
98,59% pengelolaan APBDes
e Belanja sudah lebih baik
93,49% dibandingkan tahun

sebelumnya. Sebagian
besar program dapat
dilaksanakan, meskipun
masih ada beberapa

penyesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan."
2. Ismawati e Pendapatan "Pada tahun 2022  Efektif
98,59% pengelolaan APBDes
e Belanja sudah berjalan lebih baik
93,49% dibanding tahun
sebelumnya karena

realisasi pendapatan dan
belanja hampir mencapai
target yang telah
ditetapkan. Hal ini

disebabkan proses
pencairan dana sudah
lebih lancar dan

pelaksanaan  program
desa dapat dilakukan
sesuai perencanaan.
Selain itu pemerintah
desa juga lebih aktif
melakukan pengawasan
dan koordinasi sehingga
kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan
masyarakat dapat
terlaksana dengan baik. "

3. Prengki ¢ Pendapatan Pengawasan terhadap Efektif
98,59% APBDes tahun 2022
e Belanja sudah semakin baik.
93,49% Pemerintah desa juga

lebih  terbuka dalam
memberikan  informasi
mengenai pelaksanaan
kegiatan dan realisasi
anggaran.”




4. Risnawati e Pendapatan "Koordinasi Efektif

98,59% antarperangkat desa
e Belanja pada tahun 2022
93,49% semakin baik sehingga

penyusunan laporan dan
administrasi  keuangan
dapat dilakukan lebih

tertib."
S. Yusri e Pendapatan  "Sebagian program  Efektif
98,59% pembangunan sudah
e Belanja berjalan sesuai dengan
93,49% kebutuhan masyarakat,

walaupun ada beberapa
kegiatan vyang harus
disesuaikan dengan
kondisi yang ada."

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan, diketahui bahwa
pengelolaan APBDes pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh hasil perhitungan efektivitas yang
menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 98,59% dan realisasi belanja sebesar
93,49%, sehingga termasuk dalam kategori efektif.

Informan menjelaskan bahwa peningkatan efektivitas terjadi karena proses
pencairan dana sudah lebih lancar, koordinasi antarperangkat desa semakin baik,
serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal. Selain
itu, penyusunan administrasi keuangan juga semakin tertib sehingga sebagian
besar program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
meskipun masih terdapat beberapa penyesuaian.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Makmur dalam Fitrina (2023), yang
menyatakan bahwa efektivitas tercapai apabila tujuan organisasi dapat
diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pada tahun 2022

pemerintah Desa Borikamase mampu meningkatkan pencapaian target
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pendapatan dan pelaksanaan belanja sehingga pengelolaan APBDes menjadi
lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan, diketahui bahwa
pengelolaan APBDes pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh hasil perhitungan efektivitas yang
menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 98,59% dan realisasi belanja sebesar
93,49%, sehingga termasuk dalam kategori efektif.

Informan menjelaskan bahwa peningkatan efektivitas terjadi karena proses
pencairan dana sudah lebih lancar, koordinasi antarperangkat desa semakin baik,
serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal. Selain
itu, penyusunan administrasi keuangan juga semakin tertib sehingga sebagian
besar program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
meskipun masih terdapat beberapa penyesuaian.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Makmur dalam Fitrina (2023), yang
menyatakan bahwa efektivitas tercapai apabila tujuan organisasi dapat
diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pada tahun 2022
pemerintah Desa Borikamase mampu meningkatkan pencapaian target

pendapatan dan pelaksanaan belanja sehingga pengelolaan APBDes menjadi

lebih efektif.
Tabel 5.3
Hasil wawancara Informan Tahun 2023
No Nama Persentase Penjelasan Informan kriteria
Informan kinerja
1. Aswin e Pendapatan “Diketahui bahwa Efektif
99,99% pelaksanaan APBDes
e Belanja pada tahun 2023 berjalan
90,80% lebih efektif dibandingkan
tahun sebelumnya.

Program pembangunan
yang telah direncanakan
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dilaksanakan
dengan
masyarakat,
terdapat
penyesuaian
penggunaan

dapat
sesuai
kebutuhan
meskipun
beberapa
dalam
anggaran.”

2.

Ismawati

Pendapatan
99,99%
Belanja
90,80%

“Pengelolaan
administrasi  keuangan
desa pada tahun 2023
mengalami peningkatan.
Hal tersebut didukung
oleh semakin baiknya
pemahaman perangkat
desa dalam penggunaan
aplikasi pengelolaan
keuangan dan
penyusunan laporan
pertanggungjawaban.”

Efektif

3.

Prengki

Pendapatan
99,99%
Belanja
90,80%

“Diketahui bahwa
transparansi dalam
pengelolaan APBDes
pada tahun 2023
semakin meningkat.
Pemerintah desa secara
rutin menyampaikan
informasi mengenai
perkembangan

pelaksanaan  kegiatan
dan realisasi anggaran
kepada BPD.”

Efektif

4.

Risnawati

Pendapatan
99,99%
Belanja
90,80%

"Koordinasi
antarperangkat desa
tahun 2023 semakin baik
sehingga  penyusunan
APBDes dan pelaporan
dapat berjalan lebih
tertib. Namun, beberapa
kegiatan tetap perlu
disesuaikan agar
pelaksanaannya sesuai
dengan kondisi yang
ada."

Efektif

5.

Yusri

Pendapatan
99,99%

“Partisipasi
dalam
perencanaan

masyarakat
proses

Efektif
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e Belanja pembangunan mulai
90,80% mengalami peningkatan
pada tahun 2023.

Masyarakat lebih aktif

menyampaikan  usulan

melalui musyawarah

desa sehingga program

yang dilaksanakan lebih

sesuai dengan

kebutuhan setiap dusun.”

Berdasarkan hasil wawancara para informan, diketahui bahwa pengelolaan
APBDes tahun 2023 mengalami peningkatan efektivitas. Hasil perhitungan
menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 99,99% dan realisasi belanja sebesar
90,80%, sehingga termasuk kategori efektif. Para informan menjelaskan bahwa
peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin baiknya administrasi keuangan
desa, meningkatnya transparansi kepada BPD, koordinasi antarperangkat desa
yang semakin baik, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
musyawarah desa. Walaupun masih terdapat beberapa penyesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan, sebagian besar program pembangunan telah terlaksana
sesuai kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Makmur dalam Fitrina (2023), yang
menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat dari keberhasilan organisasi mencapai
tujuan yang telah direncanakan. Tingginya realisasi pendapatan dan belanja
menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mampu melaksanakan sebagian
besar program sesuai dengan perencanaan sehingga efektivitas pengelolaan

APBDes meningkat.
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Tabel 5.4
Hasil wawancara Informan Tahun 2023

dan sesuai dengan hasil
musyawarah desa serta
ketentuan peraturan
perundang-undangan

yang berlaku. Melalui
pengawasan tersebut,
pelaksanaan program

dan kegiatan desa dapat
terlaksana dengan lebih
baik dan sesuai dengan
perencanaan yang telah
ditetapkan."

No Nama Persentase Penjelasan Informan kriteria
Informan kinerja
1. Aswin Pendapatan "Pada  tahun 2024 Efektif
100,53% pengelolaan APBDes
Belanja berjalan dengan baik.
90,10% Pendapatan desa dapat
terealisasi sesuai target
dan sebagian besar
program dapat
dilaksanakan, namun
penggunaan anggaran
tetap dikendalikan agar
sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas
desa."
2. Ismawati Pendapatan "Pada  tahun 2024 Efektif
100,53% administrasi  keuangan
Belanja desa sudah lebih tertib.
90,10% Proses pencatatan dan
pelaporan dilakukan
sesuai aturan sehingga
pengelolaan  anggaran
dapat berjalan dengan
baik."
3. Prengki Pendapatan pengelolaan ~ APBDes  Efektif
100,53% untuk memastikan
Belanja penggunaan  anggaran
90,10% berjalan secara
transparan, akuntabel,
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4. Risnawati e Pendapatan "Koordinasi Efektif

100,53% antarperangkat desa,
e Belanja BPD, dan masyarakat
90,10% berjalan semakin baik
sehingga pelaksanaan

kegiatan dan

penyusunan laporan

APBDes dapat dilakukan
lebih tertib dan efektif."

5. Agus Salim e Pendapatan "Program pembangunan Efektif

100,53% tahun 2024 sudah lebih

e Belanja mengarah pada

90,10% kebutuhan masyarakat.

Usulan dari masyarakat

melalui musyawarah

desa menjadi dasar

dalam menentukan

kegiatan yang akan
dilaksanakan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diketahui bahwa
pengelolaan APBDes pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Hasil
perhitungan menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 100,53% dan realisasi
belanja sebesar 90,10%, sehingga termasuk dalam kategori efektif. Tingkat
efektivitas pendapatan yang melebihi target menunjukkan bahwa pemerintah desa
mampu mengoptimalkan penerimaan desa sesuai dengan perencanaan yang
telah ditetapkan.

Para informan menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh
administrasi keuangan yang semakin tertib, koordinasi yang semakin baik antara
pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, serta pengawasan terhadap penggunaan
anggaran yang semakin optimal. Selain itu, pelaksanaan program pembangunan
lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui hasil musyawarah desa

sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.
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Temuan tersebut sesuai dengan teori Makmur dalam Fitrina (2023), yang
menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tingginya realisasi pendapatan dan
belanja menunjukkan bahwa pemerintah Desa Borikamase telah mampu
melaksanakan pengelolaan APBDes secara lebih efektif dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas
pengelolaan APBDes di Desa Borikamase dipengaruhi oleh faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal meliputi perencanaan anggaran yang semakin
baik, peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa, administrasi
dan pelaporan keuangan yang lebih tertib, koordinasi antarperangkat desa,
transparansi pengelolaan APBDes, serta pengawasan terhadap pelaksanaan
program. Sementara itu, faktor eksternal meliputi dampak pemulihan
pascapandemi Covid-19, keterlambatan pencairan Dana Desa, perubahan kondisi
ekonomi dan kebutuhan masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam

proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan
APBDes di Desa Borikamase berada pada kategori tidak efektif hingga
efektif/sangat efektif, namun belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2021 termasuk
dalam kategori tidak efektif, sedangkan pada tahun 2022, 2023, dan 2024
termasuk dalam kategori efektif/ sangat efektif karena realisasi pendapatan dan
belanja telah mencapai bahkan mendekati target yang telah ditetapkan. Meskipun
demikian, pada beberapa tahun anggaran masih terdapat selisih antara
pendapatan dan belanja desa yang menunjukkan bahwa sebagian anggaran
belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan. Hal ini mencerminkan bahwa
pengelolaan APBDes di Desa Borikamase telah mengalami peningkatan namun
masih dioptimalkan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan
sesuai dengan perencanaan keuangan desa.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, diketahui bahwa
efektivitas pengelolaan APBDes Desa Borikamase dipengaruhi oleh beberapa
faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi
kemampuan pemerintah desa dalam mengelola administrasi keuangan, koordinasi
antarperangkat desa, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah desa
dalam menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara itu, faktor
eksternal meliputi keterlambatan pencairan Dana Desa, dampak pemulihan
pascapandemi Covid-19, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan desa. Faktor-faktor tersebut memengaruhi

pelaksanaan APBDes, di mana pada tahun 2021 beberapa kendala menyebabkan
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efektivitas pengelolaan anggaran belum optimal, sedangkan pada tahun 2022—
2024 peningkatan koordinasi, administrasi, pengawasan, dan partisipasi
masyarakat menjadi faktor pendukung meningkatnya efektivitas pengelolaan
APBDes.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru
Kabupaten Maros periode 2021-2024, maka peneliti memberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Desa Borikamase
Pemerintah Desa Borikamase diharapkan dapat lebih meningkatkan
efektivitas pengelolaan APBDes, khususnya dalam pelaksanaan program dan
kegiatan desa agar realisasi belanja dapat lebih optimal sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan hal ini penting mengingat masih terdapat
selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja desa pada periode
tahun 2021-2024.
2. Perbaikan Perencanaan Anggaran Desa
Pemerintah desa diharapkan dapat menyusun perencanaan anggaran yang
lebih matang dan tepat sasaran agar program dan kegiatan desa dapat
terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat serta
meminimalisir adanya kegiatan yang belum terealisasi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini
dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pengelolaan

APBDes, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, atau
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menggunakan metode penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil
penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas

pengelolaan APBDes.
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PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)

A. Informan: Kepala Desa Borikamase

Fokus: kebijakan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan capaian
efektivitas APBDes

1.

2.

Bagaimana proses perencanaan APBDes di Desa Borikamase setiap
tahunnya?

Sejauh mana APBDes yang direncanakan telah sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas masyarakat desa?

. Bagaimana Bapak menilai efektivitas pengelolaan APBDes selama

beberapa tahun terakhir?

. Apakah realisasi pendapatan desa selalu mencapai target yang telah

ditetapkan? Jika ya/tidak, apa penyebabnya?

. Bagaimana kebijakan desa dalam mengalokasikan pendapatan desa

ke belanja desa?

. Apakah terdapat kendala yang menyebabkan belanja desa tidak

terserap seluruhnya?

. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas

penggunaan APBDes?

. Sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes

kepada masyarakat?

. Bagaimana peran masyarakat dalam proses perencanaan dan

pengawasan APBDes?

10.Apa harapan Bapak ke depan terkait pengelolaan APBDes agar lebih

efektif?

B. Informan: Sekretaris Desa
Fokus: administrasi, perencanaan, pelaporan, dan koordinasi pengelolaan
APBDes

1.

Bagaimana peran Sekretaris Desa dalam proses penyusunan
APBDes?

. Apakah dokumen perencanaan APBDes telah disusun sesuai dengan

ketentuan yang berlaku?

. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan realisasi APBDes di

Desa Borikamase?

. Apakah terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan

dengan realisasi APBDes? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

. Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dalam pelaksanaan

APBDes?
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. Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam administrasi

pengelolaan APBDes?

. Bagaimana upaya Sekretaris Desa dalam memastikan pengelolaan

APBDes berjalan efektif?

. Apakah evaluasi pengelolaan APBDes dilakukan setiap tahun?

. Bagaimana tingkat kepatuhan desa terhadap regulasi pengelolaan

keuangan desa?

10. Menurut Bapak/lbu, apa yang perlu diperbaiki agar pengelolaan

APBDes lebih efektif?

C. Informan: Bendahara Desa
Fokus: pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, dan realisasi
belanja

1.

Bagaimana proses pengelolaan dan pencairan dana APBDes di
Desa Borikamase?

Apakah realisasi pendapatan desa selalu sesuai dengan target yang
ditetapkan?

Bagaimana tingkat penyerapan anggaran belanja desa setiap
tahunnya?

Apa saja faktor yang menyebabkan belanja desa tidak terealisasi
sepenuhnya?

. Bagaimana pengelolaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)

desa?

. Apakah terdapat kendala teknis dalam pencairan dan penggunaan

dana desa?

Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa?
Sejauh mana pengawasan terhadap penggunaan dana APBDes
dilakukan?

Bagaimana peran Bendahara dalam menjaga efektivitas
penggunaan anggaran desa?

10. Menurut Bapak/lbu, apa langkah yang dapat dilakukan agar belanja

desa lebih optimal?

D. Informan: Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Fokus: pengawasan, evaluasi, dan keterlibatan dalam efektivitas APBDes

1.

2.
3.

Bagaimana peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan
APBDes?

Apakah BPD terlibat dalam pengawasan pelaksanaan APBDes?
Bagaimana penilaian BPD terhadap efektivitas pengelolaan APBDes
di Desa Borikamase?
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9.

Apakah realisasi APBDes telah sesuai dengan perencanaan yang
disepakati?

Bagaimana tanggapan BPD terhadap belanja desa yang tidak
terserap seluruhnya?

Apakah BPD menerima laporan realisasi APBDes secara rutin?
Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPD terhadap
pemerintah desa?

. Apakah ada masukan atau rekomendasi BPD terkait perbaikan

pengelolaan APBDes?
Sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan dalam APBDes?

10.Apa harapan BPD terhadap pengelolaan APBDes ke depan?
E. Informan: Kepala Dusun / Perwakilan Dusun
Fokus: implementasi program, manfaat APBDes, dan kebutuhan
masyarakat

1.
2.

Apakah masyarakat dusun dilibatkan dalam perencanaan APBDes?
Program apa saja yang dirasakan langsung manfaatnya oleh
masyarakat dusun?

Apakah semua program yang direncanakan di dusun dapat
terlaksana?

Jika ada program yang tidak terlaksana, apa penyebabnya?
Bagaimana penilaian masyarakat terhadap penggunaan dana desa?
Apakah dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dusun?

Sejauh mana transparansi pemerintah desa terkait penggunaan
APBDes?

Apakah masyarakat mengetahui besaran dan penggunaan
APBDes?

Apa dampak pengelolaan APBDes terhadap pembangunan di
dusun?
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» Laporan APBDes Tahun 2021

LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA BORI KAMASE
TAHUN ANGGARAN 2021
- REALISAS)
URAIAN ANGGARAN ANGOARAN SUMBER DAMA
REXENING (Rp) (Rp)
1 2 ) 4 s 3
. ﬂwuu
an Pendapatan Asll Desa $.277.000,00 6.377.000,00
. Hasd Usaha Desa ©.277.000.00 6 277 000,00
[t Pendapatan Tranater 1.978.307.000,00 B17.497.600,00
a2 Dana Desa 1 048 845 000,00 518 676 000,00
423 Alokasi Dans Desa 929 462.000 .00 208 821 600,00
a3 Pendapatan Laindain 6.000.000,00 340.229,00
436 Bunga Bank 5 000 000,00 340 229.00
JUMLAH PENDAPATAN 1.989.684,000,00 824.114.829,00
s BELAMIA
1 BIOANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA $2291041800 284.547.900.00
iR} Porny ya Sitap, dan 699 490 000,00 196.142.900,00
11 Penyediaan Penghasiian Tetap dan Tunjangan Kepala 60.000.000.00 20.000.000.00 | ADO
KRN (XN Belanjs Pegawal 60.000.000,00 20.000.000,00
" s Peng Totap dan T Kepala Desa 60 000 000,00 20 000 000 00
1y s Penghasitan Tetap Kepala Desa 42 000 000,00 14.000 000,00
111 |s1102 Turjangan Kepata Desa 18 000 000,00 6 000 000,00
142 Penyediaan Penghasiian Tetap dan Tunjangan Perang 260.400.000,00 86.800.000,00 | ADO
112 e Belanja Pegawal 260.400.000,00 $6.500.000,00
12 |sr2 Tetap dan Tunjangar ghat Desa 260 400 000,00 B8 800 000,00
112 |s1200 g Tetap Peranghat Desa 248 400 000,00 82 500 000,00
112 |s1202 Tunjangan Peranghat Desa 12.000 000,00 4000 000,00
114 Pemerintah Desa (ATK, Hone 180.530.000,00 67.672.900,00 | ADD
114 sz Belanja Barang dan Jass 180.530.000,00 67,672.900,00
114 a2 Barang M o 40 030 000.00 13 484 500.00
14 182100 Datanja Alat Tulls Kantor dan Benda Pos 8,400 000,00 2 800 000,00
114 [82102 Belanja Pertenghapan Alat-atat Listrk 980 000,00 173 000,00
A4 18210 Batarja Perlenghapan Alat Rumah Tangga dan Bahan| 1,500 000,00 500 000,00
A4 |s2108 Belarya Barang Cetak dan Penggandaan © 000 000,00 $36.500.00
14 82108 Batarya Barang Konsumal (Makan/Mivum) 12 950 000,00 4.125 000,00
4 [s2v00 Betanja Pakaian Dn g 10.200 000,00 4950 000,00
4 |522 Belarya Jaza Honoraman 117 000 000.00 39 000 000,00
IIECTESIIIII 140772021 7 18 28 P Halaman 1
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KODE

REALISAS!

EKENING URAIAN ANGGARAN ANGGARAN SUMBER DANA
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1.4 |52202 Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/l 34.800,000,00 11.600.000,00
1.4 |522.03. Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Desa 60,600.000,00 20.200.000,00
1.4 |522086. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 21.600.000,00 7.200.000,00
14 |523. Belanja Perjalanan Dinas 8.500.000,00 800.000,00
1.4 |523.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 8.500.000,00 800.000,00
14 |525. Belanja Operasional Perkantoran 15.000.000,00 4,388.400,00
14 |525.01. Belanja Jasa Langganan Listrk 6.600.000,00 1.588.400,00
1.4 52503, Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 2.400.000,00 800.000,00
14 |52505. Belanja Jasa Langganan Internet 6.000,000,00 2.000.000,00
A5 Penyediaan Tunjangan BPD 48.960.000,00 16.320.000,00 | ADD
A5 |54 Belanja Pegawal 48.960,000,00 16.320.000,00
A5 |5.14. Tunjangan BPD 48.960.000,00 16.320.000,00
A5 |5.1.401. Tunjangan Kedudukan BPD 48.960.000,00 16.320.000,00
A8 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mini 10.000.000,00 2.150.000,00 | ADD
1.6 |52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.150.000,00
16 |521. Belanja Barang Perlengkapan 8.200.000,00 2.150.000,00
A6 |521.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.200.000,00 400.000,00
16 |521.06. janja Barang K (M: Mi ) 2.100.000,00 700.000,00
A6 |52109 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 4.900.000,00 1.050.000,00
A6 |523 Belanja Pesjalanan Dinas 1.800.000,00 0,00
16 52301 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.800.000.00 0,00
47 Pcsadinas eaantiiOn § RVIRW 39.600.000,00 13.200.000,00 | ADD
17 |52 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 13.200.000,90
117 |522 Belanja Jasa Honorarium 39.600.000,00 13.200.000,00
1.1.7 |52298. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 33.600.000,00 13.200.000,00
12 {Penyediaan s P P han Desa 50.995.418,00 44.730.000,00
1.21 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerin 50.995.418,00 44.730.000,00 | ADD, PAD
121 |52 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 300.000,00
121 |5.28. Belanja Pemeliharaan 1.700.000,00 300.000,00
121 |526.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.200.000,00 300.000,00
121 |5.26.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 500.000,00 0,00
121 |53. Belanja Modal 49.295.418,00 44.430.000,00
121 |s32 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be 14.295.418,00 10.230.000,00
121 |53203. ja Modal Pe Komp 4.000.000,00 0,00
121 |53204. Belanja Modal P Mebelair dan Al is Ruan| 10.295.418,00 10.230.000,00
121 |533 Belanja Modal Kendaraan 35.000.000,00 34.200.000,00
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KODE REALISAS|
REKENING URAIAN ANGGARAN ANGGARAN SUMBER DANA
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
121 |533.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 35,000.000,00 34.200.000,00
14 Tata Praja Pemerintahan, P Keuangan dan 33.125.000,00 23.675.000,00
141 Penyolenggaraan Musy h Perencanaan Desa/Per 5.300.000,00 1.326,000,00 | ADD
141 |52 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 1.325.000,00
141 |521. Belanja Barang Perlengkapan 5.300.000,00 1.325.000,00
141 |521.06 lanja Barang K 4.800.000,00 1.225.000,00
141 |521.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 400.000,00 100.000,00
142 Penyelonggaraan Musy Dosa Lainnya (Musdus 1.325,000,00 0,00 | ADD
142 |52 Belanja Barang dan Jasa 1.326.000,00 0,00
142 |52.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.325.000,00 0,00
142 |52.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.225.000,00 0,00
142 |5.2.1.08 Belanja B Jmbul 100.000,00 0.00
143 Peny Dok F Desa (RPJMDes: 4.160.000,00 0,00 | ADD
143 |52 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 0,00
143 |[52.1. ja Barang Perl 1.400.000,00 0,00
143 |521.08 ja Barang 1.400.000,00 0,00
143 522 Belanja Jasa Honorarium 2.750.000,00 0,00
143 |5.2201. Jasat Tim F Keg 2.750.000,00 0,00
144 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APEDes, APE 2.050.000,00 2.050.000,00 | ADD
144 |52 Bolanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00
144 |522 Belanja Jasa Honorarium 2.050.000,00 2.050.000,00
144 |[52201. ja Jasa b Tim F gi 2.050.000,00 2.050.000,00
1438 P b Sistem Inf; i Desa 20.300.000,00 20.300.000,00 | DDS
148 |52 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 20.300.000,00
148 |521. Belanja Barang Perlengkapan 6.530.000,00 6.530.000.00
148 |52.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 735.000,00 735.000,00
148 [521.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.605.000,00 4.605.000,00
148 |521.06.|  Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,180.000,00 1.190.000,00
148 |522. Belanja Jasa Honorarium 13.770.000,00 13.770.000,00
148 52201 Belanja Jasa Hi Tim Pelal Kegi 11.720.000,00 11.720.000,00
148 |52204, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ProfesU/Konsult 1.500.000,00 1.500.000,00
148 [52208.| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingai 550,000,00 550,000,00
2 |BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 379.199.991,00 244.429.
24 Sub Bldang Pendidikan 85.800.000,00 57.200.000,00
214 Penyelenggaran PAUDITKITPAITKAITPQ/Madrasah Nc 82.800.000,00 55.200.000,00 | DDS
211 |52 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000,00 55.200.000,00
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214|522 Belanja Jasa Honorarium 82.800.000,00 §5.200.000,00

211 |52200. Honorarium Penyelenggara Keagamaan 82.800.000,00 55.200.000,00

218 Pengololaan Perpustakaan Millk Desa (Pengadaan Bu 3.000.000,00 2.000,000,00 | DDS
218 |52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.000.000,00
218|522 Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00 2.000.000,00

218 [52299, Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.000.000,00 2.000.000,00

22 |Sub Bidang Kesehatan 162.135.800,00 129.777.000,00

224 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Millk 0,00 0,00 | DDS
221 |62 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00

224 |522 Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00

221 |[52205. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Kesehatan&8KPM) 0,00 0,00

222 Penyelonggaraan P du (Mkn Tambahan, Kis Bun 102.600.000,00 70.400.000,00 | DDS
222 |s2 Belanja Barang dan Jasa 102.600.000,00 70.400.000,00

222 521, ja Barang Perlengkap 6.000.000,00 6.000.000,00

222 |52.1.06. ja Barang K i (Makan/Minum) 6.000.000,00 6.000.000,00

222 |522 Belanja Jasa Honorarium 96.600.000,00 64.400.000,00

222 |52299. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 96.600.000,00 64.400.000,00

224 Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan 52.805.000,00 52.805.000,00 | DDS
224 |s2. Belanja Barang dan Jasa 52.805.000,00 52.805.000,00

224 |521. i g Perlengkap 18.310.000,00 18.310.000,00

224 |521.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 300.000,00

224 |521.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan 7.285.000,00 7.285.000,00

224 |521.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.350,000,00 1.350.000,00

224 |521.08 Belanja Barang K i (Mak ) 5.195.000,00 5.195.000,00

224 |521.00. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 1.000.000,00 1.000.000,00

224 |521.10. Belanja Bahan Obat-cbatan 3.180.000,00 3.180.000,00

224 |522 Belanja Jasa Honorarium 2.350.000,00 2.350.000,00

224 |52201. Belanja Jasa H Tim F Kegiat 1.950.000,00 1.950.000.00

224 |52204. Belanja Jasa H Tenaga AhI/P I 400.000,00 400.000,00

224 |527. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas 32.145,000,00 32.145.000,00

224 52701 Belanja Bahan Perlengkapan untuk D kepad 32.145.000,00 32.145.000,00

229 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan S 6.730.800,00 6.572.000,00 | DDS
229 |s2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00 1.450.000,00

228 |521. ja Barang Perleng 1.450.000,00 1.450.000,00

229 (52199, jja Barang Perlengkapan Lainnya 1.450.000,00 1.450.000,00

229 |53, Belanja Modal 5.280.800,00 5.122.000,00

I 1072021 71632 P
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229 |532 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B 5.280.800,00 5.122.000,00
229 |5.3.2.06. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 3.990.000,00 3.990.000,00
229 |53208. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 1.290.800,00 1.132.000,00
23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 75.447.000,00  56.777.000,00
231 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan « 68.447.000,00 56.777.000,00 | ADD, DDS
2311 |63, Belanja Modal 68.447.000,00 56.777.000,00
23.11 |535 Belanja Modal Jalar/Prasarana Jalan 68.447.000,00 56.777.000,00
2311 |535.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 68.447,000,00 56.777.000,00
23.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gi 7.000.000,00 0,00 | ADD
23.20 |53 Belanja Modal 7.000.000,00 0,00
2320 |5.34. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 7.000.000,00 0,00
2320 |5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan B3 7.000.000,00 0,00
24 |Sub Bidang Kawasan Pemukiman 54.817.191,00 0,00
244 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Reha 30.000.000,00 0,00 | DDS
241 |52 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00
241 |s527. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas 30.000.000,00 0,00
241 |527.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad 30,000.000,00 0,00
LYY Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air E 24.817.191,00 0,00 | ADD
411 |53, Belanja Modal 24.817.191,00 0,00
411 |534. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 24.817.191,00 0,00
411 |53.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba| 24.817.191,00 0,00
H Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatiks 1.000.000,00 675.000,00
i2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balit 1.000.000,00 675.000,00 | ADD
2 |s2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 675.000,00
2 |521. Belanja Barang Periengkapan 1.000.000,00 675.000,00
2 |521.08 Belanja Bendera/Umbul-umbulSpanduk 1.000.000,00 675.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 108.668.407,00 31. 00
|Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlii 63.668.407,00 31.270.000,00
I Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 46.668.407,00 31.270.000,00 | DDS, DLL
5.2 Belanja Barang dan Jasa 32,195.000,00 31.270.000,00
521, Belanja Barang Perlengkapan 32.195.000,00 31.270.000,00
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan 26.300.000,00 25.375.000,00
5.2.1.05. Belanja Barang Celak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.545.000,00 5.545.000,00
53. Belanja Modal 14.473.407,00 0,00
534, Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 14.473.407,00 0,00
s
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311 |53.4.03.|  Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bz 14.473.407,00 0,00

314 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lol 17.000.000,00 0,00 | ADD
314 |53, Belanja Modal 17.000.000,00 0,00
314|532 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B¢ 17.000.000,00 0,00

314 |53290.|  Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainny; 17.000.000,00 0,00

32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 15.000.000,00 0,00

322 Penglriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaai 5.000.000,00 0,00 | ADD
322 |52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00

322 527 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas 5.000.000,00 0,00

322 |52799.| Belanj g untuk Diserahkan kepada Masyarak 5.000.000,00 0,00

323 Penyelenggaran Festival Kesenian, AdatKebudayaan, 10.000.000,00 0,00 | ADD
323 |52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00

323 |527. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas 10.000.000,00 0,00

323 |52799.| Belanja Barang untuk D kepada Masyarakat 10.000.000,00 0,00

33 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 20.000.000,00 500.000,00

331 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & O Seba 5.000.000,00 0,00 | ADD
331 |52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00

331 |527. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas 5.000.000,00 0.00

331 |[527.98. T g untuk Di pada M Kt 5.000.000,00 0,00

332 Penyslenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Des 5.000.000,00 0,00 ] ADD
332 |52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00

332 |s521. Betanja Barang Perlengkapan 5.000.000,00 0,00

332 |521.06.| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.000.000,00 0,00

333 Penyelenggaraan FestivallLomba Kepemudaan dan O 5.000.000,00 0,00 | ADD
333 |s2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00

333 |527. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas 5.000.000,00 0,00

333 |527.99.| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000,00 0,00

336 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kep /Olah £.000.000,00 500.000,00 | ADD
336 |52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 500.000,00

336 |527. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas 5.000.000,00 500.000,00

336 |52.7.99. Belanja Barang untuk Diserahk pada Masyarakat 5.000.000,00 500.000,00

34 |Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 10.000.000,00 0.00

343 Pembinaan PKK 10.000.000,00 0,00 | ADD
343 |52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00

143 [521. ja Barang Perlengkap 10.000.000,00 0.00

343 [52189.|  Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 10.000.000,00 0,00
IS 140722021 7:18:33 PM -
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4 BIDANG PEMBERDA' 15 154.000.000.00 11.000.000,00

42 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 110.000.000,00 0,00

426 Pembangun wabilitasUPeningk luran Iriga 110.000.000,00 0,00 | ADD
1428 |53, Bolanja Modal 110.000.000,00 0,00

426 |637. Belanja Modal IrigasVEmbung/Drainase/Air Limbah/Per: 110.000.000,00 0,00

426 |[537.03 Belanja Modal IrigasVEmbung/Drainase/dll - Bahan Ba 110.000.000,00 0,00

43 |sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 28.000.000,00 2.000.000,00
| 4.3.1 Pening Kapasl pala Desa 10.000.000,00 2.000.000,00 | ADD
431 |sa2 Bolanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.000.000,00

431 |523. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 2.000.000,00

431 |523.03. Belanja Kursus Pelatihan 10.000.000,00 2.000.000,00

432 Peningkatan Kapatitas F kat Desa 15.000,000,00 0,00 | ADD
: 432 |52 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00

432 |s2a3. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 0,00

432 |523.03 Belanja Kursus Pelatihan 15.000.000,00 0,00

433 Peningkatan Kapasitas BPD 3.000.000,00 0,00 | ADD
433 |52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00

433 |[523. Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000.00 0.00

433 |52303 Belanja Kursus Pelatihan 3.000.000,00 0,00

44 Sub Bldang Pemb P P I} 16.000.000,00 9.000.000,00

444 Pelatihan dan Penyuluhan Py yaan P 7.000.000,00 0,00 | DS
441 |52 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00

141 |s521. g F 7.000.000,00 0,00

141 |52.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.000.000,00 0,00

+.4.99 Lain-ain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Peremy 9.000.000,00 9.000.000,00 | DDS
0499 |53 Belanja Modal 9,000.000,00 9.000.000,00

1499 [532 ja Modal Pengadaan f Mesin dan Alat B 9.000.000,00 9.000.000,00

1499 |53202 ja Modal P Elektronik dan Alat Studio 9.000.000.00 9.000.000,00

i muu‘rmu 640.800.000.00 60.200.000,

i3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 640.800.000,00 |  160.200.000,00

3.0 P K M 640.800.000,00 160.200.000,00 | DDS

130 |64, Belanja Tidak Terduga 640.800.000,00 160.200.000,00

i30 |54.1. Belanja Tidak Terduga 640.800.000,00 160.200.000,00

330 |5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 640.800.000,00 160.200.000,00

JUMLAH BELANJA 1.966.278.816,00|  711.946.900,00
SURPLUS / (DEFISIT) 23.305.184,00]  112.167.929,00
140772021 71833 PM Halaman 7
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» Laporan APBDes Tahun 2022

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA RORIKAMASGE
KECAMATAN MAROS DARU
KARUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN Rat, ANGGARAN REALISAS| LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Fp)
PENDAPATAN
Pandapatan Ask Desa 12.166.500,00 12.186.500,00 0,00
Pendapatan Transfer 2,045,676 000,00 2.016.715.560,00 28 860,440,00
Dana Doxa 1,277,214 000,00 1.277.214.000,00 0,00
Alokasi Dana Desa 768.362.000,00 736.501.560.00 28,860 440,00
Pendapatan Laindan $.000.000,00 4,858.692,00 141.408,00
JUMLAN PENDAPATAN 2,002,742.500,00  2,033,740,652,00 29.001.848,00
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PIEMERINTAHAN DESA 661.362,000,00 6AD.984.216,00 12.377.784,00
DIDANG PELAKSANAAN PEMUANGLUNAN DESA 519.648.232,00 450.340,400,00 69.307.832.00
¥ AN KC AN 52.600.000,00 43.000.000,00 9.500,000,00
BIDANG AN MAS 332.442.800,00 299 485.500,00 32.957.300,00
BIDANG PENANGOULANGAN BENCANA, DARUIAT DAN 524.200,000,00 512.400,000,00 11.800.000,00
MENDESAK DESA
JUMLAH BELANJA 2.090.153.032,00  1,954,210,116,00 135.942.916,00
SURPLUS / (DEFISIT) (27.410.532,00) 70.530.536,00  (106.941.068,00)
PEMBIAYAAN
Penorimaan Pembiayaan 29168 932,00 20,169.332,00 0,00
Pangoluamn Pemblayaan 1,768 800,00 1.768.800,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 27,410,552,00 17.410.532,00 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN 0,00 106.941,068,00  (100,941.068,00)
Lihat C. Alas Lap Ki gan yang P glon yang tidak terp darl lap k ]
LEKOALA, 30 Desomber 2022
KEPALA DESA HORIKANASE
i o
A
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» Laporan APBDes Tahun 2023

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BORIKAMASE
KECAMATAN MAROS BARU
KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN Ret. ANGGARAN REALISASH LEBIMAKURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Asll Dean £.666.500,00 £.668.500,00 000
Peandapatan Teanslor 1750 302.000,00  1.750.382.000.00 0.00
Dara Desn 835 656 000,00 830 656.000,00 0.00
ANoiasl Dana Densa 91072600000  ©10.726.000.00 0.00
Pondapatan Lain-lain T.0408,00 7.104. 118,00 30.501.00
" JUMLAH PENDAPATAN ] LTGAIBIA10.00  1.764.952.510,00 30.801,00
BELAMJA
BIDANG PENYELENGOARAN PEMERINTAMAN DESA 772.007 500,00 733 895.727,00 38 85217300
BIDANG PELAXSANAAN PEMBANGUNAN DESA 514.115.380,00 497.£36.150,00 18.179.230.00
BIDANG PEMDINAAM KEMASYARAKATAN 128334 887,00 75.005.000,00 $3329.887 00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 243.531,200,00 216 206 000,00 24.722.200,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 14653512000 110835 000,00 33.100.120,00
MENDESAK DESA
JUMLAM BELANJA 1808 124.487,00  1.630.940.877,00 166.153.510,00
SURPLUS / (DEFISIT) (41.541,068,00) 124211.741.00  {166.152.809,00)
PEMBIAYAAN
Pensrimasn Pambisysan 106 541,088.00 106.941.068,00 0.0
Pergelaaran Peentiayann 65.000.000.00 05.000.000,00 0.0
PEMBIAYAAN NETTC 41.941,060,00 A41.941.063,00 .00
SILPASILPA TAHUN BERJALAN 0,00 168.152.808.00  (166.152.509,00)

Uinat Catatan Alas Laporan Keusngan yang merupakan baglan yang tdak terplsahian darf laporan keuangan

Bovikamase, 31 Desamber 2023

KEPALA DESA BORIKAMASE

ASWING
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» Laporan APBDes Tahun 2024

LAPORAN REALISAS! PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BORIKAMASE
TAHUN ANGGARAN 2024
Raalinesd 0.8 311202024
ANGOARAN REALSASI
wooe x| i iRe) iR9) (Re)
1 2 3 “ [

'S PENDAPATAN
. Pondapatan Ash Desa 7 A51.500,00 7,451.900,00 0.00
a1, Hasé Usaha Desa 7451 500,00 7451.500,00 0.0
az Pandapatan Trarmtber 153630040200 | 1.838.200.491,00 1,00
421 Dons Desa 850.613.000,00 B50.613.000,00 0,00
22 Aockasi Dana Desa 05 787 49200 58%.787.491 00 10
4 Pendapstan Lain-dain £.000.000,00 14.963.880,80 (9.863.850,00)
438 Bunga Bank $000.000,00 7.738.060.00 (2.738,060,00)
4328 Lisin-lain perdapatan Dess yang ssh 000 7.125.000.00 {7.425.000,00)

JUMLAH PENDAPATAN MATSI 9200 | 185861589100 (9.863.859.00)
s BELANJA
&1 Belar(a Pegawal 440,924 640,00 430,657 440,00 &77.200,00
s Penghasdan Tetap dan Tunangan Kegala Desa 64700 000,00 54.700,000.00 0.00
512 Perg! Tetap dan Tunjangan Peranghat Desa 284,300 000,00 734.260,000,00 4000000
512 Janran Sosal Kepata Desa dan Perangsat Desa 1264 6840,00 30 857 440,00 357 200.00
S514 Tungangan BPD 9.960.000.00 50 880,000,00 om0
52 Belania Barang dan Jasa 45.077,190,00 THINT £06.00 144,689 584,00
s21 Belarya Barang Perierghapan 107 285 000,00 101.957,000,00 & 188 000,00
s22 Beiorga Jasa Honormrum 422.950 000,00 408 §70.000.00 12.080 000,00
£23 Belarya Penataran Do 105 000 000,00 7 510,000, 00 17,450 000,00
s2s Beiarya Opermonal Pearioran 70.023.800.00 67.748.908,00 2774 834 00
528 Betarga Pernes~aramn 11.200 000,00 2.782.000,00 7 415,000,050
27 Boturys Barang dun Jaas yeng Owacahkan kepada 228.518.380.00 128.279.500.00 100.238 890,00
3 Botanjs Modat $07.970.017,00 #62.951,000,00 “010.027,00
§32 Delargs Modal Pergecess Peralstan, Mesn dan As B4.048.257,00 5441500000 29631 267 00
534 Uetarys Mol Gecturg, Basguran dan Taman 45.257.000,00 45 267.000.00 200
538 flebanss Modal Jaan P s Jass 152,088 510.00 146.08%.000.00 0000
537 Betarya Modal HgasiEmbangOranasa/Ar Limbah 157.005.000,00 190.100.000.00 08 000,00
538 Betarga Modal Jarngantnataion 21522.160.00 10.060.000,00 13,482 160,00
P Belanjs Tidak Terduga 119.300.000,00 111.372,000,00 7.920.000,00
541 Botarys Tidak Terduge 11§.300.000,00 111.372.000,0¢ 7,920 000,00

JUMLAH BELANIA LO1ZATINSTO0 | 1.513.408.008,00 199.003.011,00

SURPLUS / (DEFISIT) (463.749.865,00) 4520750800 | (208.927.570,00)
. PEMBIAYAAM
o, Pererimaan Pembiryaan 165.710.008,00 0.00 185.719.865,00
611 SLPA Tatwm Sebetumma 485,719 865,00 000 108 716 808,00
[ 52 Peegetuaran Pemblayaan 2.000 000,00 0.0 2.000.500,00

EETERRET ¢ 108 13 Halaman 1
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YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
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Kampus 1 datn O Rabulange No 67 Maros Sulmwess Solatan, Telp (NII)MWM»MM hn(@ummcrd Koda Pon 90511
Konpus 7 Jalan Koko - Pamelabkang Jo'na Keuratian Alopoles L kabup

)P S EEHERS

Maros, |1 Februari 2026

Nomor 022/ 1/FEB-UMMA/PM/2026
Lampiran v
Hal Lermolionan Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/lbu Kepala Desa Borikamase pada Kecamatan Maros Baru Kabupaten

Maros

Di-
Tempat

AssalamualaikumWr.Wh,
Dengan Rahmat Allah SWT, dalam rangka rencana penulisan Skripsi Program
S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros bagi

mahasiswa:

Nama : Nimrah

NIM 2261201060

Progam Studi : S1 Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

No. Hp : 087841754702

Email : nimrahn796@gmail.com

Judul penelitian MAnalisis  Efektivitas  Pengelolaan  Anggaran
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